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INDAH KABAR DARI RUPA:

STUDI MENGENAI PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM KERANGKA
HUKUM DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN DEMONSTRATION ACTIVITIES REDD
DI KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
Laurensius Gawing

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD)! harus diakui telah
menjadi topik bahasan paling hangat diperbincangkan di muka bumi ini. Diskursus
yang berkembang mengenai REDD, kini tak lagi secara elit menjadi santapan kaum
cendikia dan penyelenggara negara, isu tersebut hangat dibahas dari mulai dari
pelosok desa hingga kota, dari lapak kaki lima hingga hotel berbintang lima. Kisi-kisi
dan materi bahasannya pun beragam dari sekedar menyoal istilah sampai ke hal
teknis dan tentu saja tarik-ulur skema ideal pemberlakuannya pada 2012 yang akan
datang. Hal tersebut terasa berbeda jika kita berada pada masa-masa era sebelum
1990-an, ketika itu literatur dan perbincangan tentang pemanasan global sangat

langka dan isu perubahan iklim belum menyedot perhatian dunia secara kuat.

Namun, jika bicara mengenai REDD dan berbagai program ikutannya, semestinya
semua pihak kembali melayangkan ingatan ke sejarah lahirnya perdebatan
mengenai REDD terutama berkaitan dengan isu Pemanasan Global dan Dampak
Perubahan Iklim. Jauh lebih dalam, ingatan itu pun harus dilekatkan pada siapa dan
apa saja sumbu-sumbu yang memantik (sumber masalah) mengapa planet bumi
semakin tak nyaman dihuni. Pemanasan global yang menjadi hal-ikhwal perubahan
iklim dan beragam bencana lainnya, ditengarai menjadi faktor dominan mengapa
bumi semakin panas. Namun jika menelisik lebih dalam, mengapa pemanasan global

terjadi, ternyata faktor manusia yang menjadi akar segala masalah.

Bergesernya pola konsumsi dan produksi umat manusia, menjadi kata kunci semakin
panasnya bumi. Pola konsumsi masyarakat dunia yang dulunya sederhana, kini
berubah mengagungkan pola makanan instant (fast food) yang beragam. Hal

tersebut memaksa produsen harus membabat hutan guna menami Kelapa Sawit di

! Sebuah mekanisme internasional pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mitigasi dan adaptasi,disiapkan untuk
menggantikan Protocol Kyoto (1997) yang akan berakhir pada 2012. Untuk informasi lebih lengkap kunjungi
http://www.unredd.com diakses di Pontianak April 2010
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Benua Asia dan Afrika atau Kedelai di Eropa dan Amerika dalam skala luas untuk
kebutuhan ekspor. Selain itu konsumsi akan daging hewan turut memberi andil
besar pemanasan global karena turut menyumbangkan emisi dari pembukaan hutan
menjadi lahan pertanian dan peternakan dalam luasan ribuan hektar. Pola konsumsi
yang mengalami perubahan sedemikan rupa, berimplikasi pada tata cara produksi
umat manusia. Manusia yang dahulunya sangat mengandalkan aspek manual dan
subsisten dalam proses produksinya, dianggap lamban dan tidak efisien sehingga
manusia menciptakan peralatan mekanis yang mampu berproduksi secara masif
guna memenuhi gaya hidupnya. Celakanya, alat-alat produksi yang diciptakan
manusia tersebut tidak ramah lingkungan, dan rakus energi fosil. Kerakusan akan
energi dan pola hidup tak bersahabat dengan lingkungan tersebut, terlihat jelas
melalui cerobong-cerobong asap pabrik (industri) yang disemburkan setiap saat ke

atmosfir siang dan malam selama puluhan tahun.

Perilaku manusia sejak revolusi industri (abad ke 18) yang mengagungkan
kepraktisan produksi serta adiksi terhadap bahan bakar fosil, kini menuai masalah.
Fakta baru mengenai trend perubahan iklim yang dikeluarkan oleh Intergovermental
Panel on Climate Change (IPCC) tahun 20072 mendederkan fakta-fakta mengenai
perubahan iklim secara mengerikan. Fakta yang dikeluarkan oleh kumpulan ilmuwan
dari berbagai negara anggota PBB ini membuktikan bahwa, pada periode 1906-2005
terjadi kenaikan temperatur Bumi sebesar 0.74°C dari temperatur pra-industri.
Kadar CO, di atmosfir pada tahun 2005 mengalami peningkatan yang tajam dari
650.000 tahun sebelum masa pra-industri, yang akibatnya adalah meningkatnya
suhu bumi dan mengakibatkan pamanasan global dan perubahan iklim. Fakta lain,
IPCC memprediksi jika manusia di bumi ini terus memuja pola pelepasan emisi
seperti saat ini, maka dalam 30 tahun mendatang, suhu bumi akan naik menjadi 2°C
bahkan lebih. Artinya, dengan kenaikan suhu saat ini yang hampir 1°C saja bencana

sudah tak terhitung, maka kenaikan menjadi 2°C ‘kiamat’ akan terjadi.

2 Berbagai hal terkait pemasanan global baik pengertian maupun akibat atau fakta-faktanya dapat dilihat di IPCC Climate
Change 2007 repot, www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm di ikses di Pontianak, April 2010
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Tabel 1. Anomali suhu global permukaan bumi

Global Mean Surface Temperature Anomalies

Anomalies relative to mean over 1881—-1920. Preliminary for 2005 (thru Aug.)
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Tue Gct 11 13:09:24 Zo0s Source of Orig. Data (61—90 ref. period): Climatic Research Unit, Univ. of East Anglia, U.K.

Sumber: Climatic Research Univ.of East Anglia.UK
Maldive®, adalah contoh nyata bagaimana peningkatan permukaan laut telah
meneng-gelamkan separuh dari wilayahnya. Kini, banyak dari penduduknya
mengungsi ke daratan yang lebih tinggi di wilayah Australia, ironisnya saat ini negara
tersebut akan membeli tanah baru untuk 350.000 penduduknya. Bidang-bidang
pertanian di seluruh dunia akan terkena dampak pemanasan global yang rentan.
Untuk petani-petani tradisional, musim tanam yang tak menentu, serangan hama
dan penyakit akan berdampak secara serius pada kelangsungan hidupnya. Stok
makanan akan berkurang, jika berkaca pada penglaman empirik, akan memicu

potensi konflik horisontal.

Usaha-usaha untuk membicarakan nasib bumi secara serius dimulai ketika PBB
mengadakan konfrensi tentang lingkungan hidup tahun1972 di Stockholm Swedia.
Konfrensi ini menjadi milestone penting pergerakan lingkungan hidup di dunia. Asas
ke 21 “Deklarasi Stockholm” menegaskan bahwa :
“Sesuai dengan piagam PBB dan asas-asas hukum internasional,
semua negara mempunyai hak kedaulatan untuk menggali sumber-
sumber alamnya sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan mereka
masing-masing dan mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa

aktivitas dalam kawasan atau penguasaan mereka tidak menimbulkan

* Adalah sebuah negara kecil di Fasifik yang wilayahnya terbentuk dari kumpulan atol dan pulau-pulau kecil. Kini hampir
separuh wilayah negara ini tenggelam akibat meningkatnya pfrmukaan air laut.



kerusakan lingkungan negara-negara lain atau wilayah-wilayah di
luarbatas yurisdiksi nasional mereka”

Selanjutnya, konfrensi lingkungan hidup dilaksanakan di Nairobi Kenya pada tahun
1982, dan sepuluh tahun kemudian KTT Bumi dilaksanakan di Rio de Janeiro Brasil
tahun 1992. KTT Rio inilah yang menelurkan kesepakatan bahwa PBB perlu perhatian
khusus untuk mencermati dan menanggulangi dampak-dampak perubahan iklim,
dengan menyepakati sebuah Konvensi kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim,
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Conference of Parties (CoP)* pertama® di Jerman 1995, merupakan tonggak penting
pertemuan-pertemuan tingkat tinggi PBB yang membicarakan secara khusus isu
perubahan iklim. hingga kini sudah memasuki CoP ke-15. Namun, CoP yang paling
memberi pengaruh kearah mana wujud penanggulangan dampak perubahan iklim
adalah COP 3 di Jepang 1997. COP ini merancang target hukum dan tenggang waktu
untuk memangkas emisi GRK dari negara-negara kaya (Annexlparties), dan
kesepakatan inilah yang melahirkan Kyoto Protocol. Inti dari Kyoto Protocol adalah
memandatkan agar negara kaya (Annex1) melakukan upaya-upaya pemangkasan
emisinya. Hal tersebut tertuang dalam periode komitmen pertama (2008-2012)
“...target dan jadwal penurunan emisi yang dilakukan oleh negara maju, sebesar 5%
dari tingkat emisi tahun 1990 dan harus dicapai dalam periode 2008-2012.
Keputusan yang ditelurkan oleh Kyoto Protocol memberi arahan kepada negara
maju untuk menurunkan emisinya. Mekanisme tersebut dikenal sebagai Flexibilty
Mechanism. Ada 3 hal cara yang mesti dilakukan, yakni : (1) Emission Trading yang
memberi kesempatan kepada sesama negara maju untuk memperdagankan
emisinya. (2) Joint Implementation, atau dikenal sebaga transfer emisi antar negara
maju sehubungan dengan berbagai proyek-proyek pengurangan emisi yang lebih
khusus. (3) Clean Mechanism Development, negara maju diberi peluang untuk
memangkas emisinya dengan membuat serangkaian proyek di negara berkembang

yang tujuannya mengurangi CO2 di atmosfir.

* Istilah ini dipakai untuk pertemuan rutin konvensi PBB seperti UNFCCC atau UNCBD. Lembaga ini merupakan ‘supreme body’
dan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan. COP bertanggung jawab untuk mengkaji ulang implementasi konvensi
dan instrumen legal lainnya terkait dengan konvensi, selain itu juga COP harus membuat keputusan yang diperlukan untuk
meningkatkan efektivitas implementasi konvensi.

® Lebih dikenal dengan Berlin Mandate, isi keputusan yang diusung adalah melaunching sebuah proses untuk memutuskan
komitmen yang lebih kuat dan tegas untuk Annex 1 Parties.



Dari ketiga cara pemangkasan emisi yang digariskan oleh Protocol Kyoto, hanya

skema CDM yang bersinggungan dengan negara-negara berkembang. Tujuan CDM

secara mendasar ada dua yaitu6 :

1. Membantu negara-negara berkembang yang menjadi tuan rumah proyek CDM
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Menyediakan ke negara-negara maju fleksibilitas untuk mencapai target
pengurangan emisi yang dijalankan di negara berkembang.

Pada tujuan kedua, berbagai proyek pengurangan emisi negara maju di negara

berkembang akan menghasilkan kontra-prestasi berupa CER (Certificate of Emission

Reduction) yang menjadi cikal bakal penghitungan prestasi pengurangan emisi di

negara maju tersebut. Untuk itu, semakin banyak CERs dikumpulkan maka semakin

besar jumlah pemotongan emisi. Dan pada suatu saat, negara maju yang telah

memenuhi target pemotongan emisi akan keluar dari label Annex 1 dan bebas dari

kewajiban pemotongan emisi.

Di tengah perjalanannya ternyata keputusan mengikat secara hukum (Legally
Binding) dengan dasar Protocol Kyoto, mendapat resistensi dari negara-negara maju.
Alasan yang dikemukan bahwa tugas untuk menurunkan emisi adalah tanggung
jawab bersama (common responsibility) bukan hanya tugas negara maju. Padahal,
Protocol Kyoto memandatkan bahwa dalam periode komitmen pertama (2008-2012)
penurunan emisi harus adil dan harus berdasarkan sejarah pencemaran berbasis
data Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)’. Penelitian IPCC
membuktikan pencemaran oleh negara-negara kaya lah yang menjadi penyumbang
terbesar terakumulasinya gas berbahaya di atmosfer sehingga berdampak pada
berubahnya iklim. Oleh karena itu, protes pun bermunculan dari negara berkembang
yang menyatakan bahwa Common Responsibilty tidak adil, karena negara
berkembang bukan emiter layaknya negara maju, perhatian bersama namun dengan
tanggung jawab yang berbeda (Common but Differentiated) adalah jalan keadilan

menurut menurut mereka.

€ Steni Bernardinus, “Pemanasan Global; Respon Pemeritah & Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat” HuMa Jakarta 2009, hal
29

7 Suatu Panel ilmiah yang didirikan pada tahun 1988 oleh pemerintah anggota Konvensi Perubahan Iklim yang terdiri dari para
ilmuwan dari seluruh dunia untuk melakukan pengkajian (assessment) terhadap perubahan iklim, menerbitkan laporan khusus
tentang berbagai topik yang relevan dengan implementasi Kerangka Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim. Panel ini memiliki
tiga kelompok kerja (working group): I. Dasar limiah, Il. Dampak, Adaptasi, dan Kerentanan, lll. Mitigasi.
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Ketika Protocol Kyoto dan pola-pola CDM termasuk di dalamnya proyek Carbon
offset® yang sejarahnya banyak merugikan masyarakat lokal, ternyata tidak
membawa dampak yang signifikan terhadap penurunan emisi dunia. Oleh karena itu,
hadir proposal baru yang kini kita kenal sebagai REDD (Reducing Emission from
Deforestation and Degradation). Proposal tersebut diusung oleh Papua New Guinea
dan Costa Rica serta beberapa negara pemilik hutan tropis, inti dari proposal
tersebut perlu ada usaha penyelamatan iklim dengan bersandar pada Pengurangan
emisi dari deforestasi dan degadasi hutan. Usulan PNG, Costa Rika dan beberapa
negara pemilik hutan tropis ini kemudian dibahas pada COP 11 di Kanada. Tujuan
REDD sebetulnya adalah “memberikan insentif yang bersifat positif kepada negara-
negara yang mau dan mampu mengurangi emisi dari kerusakan deforestasi dan
degradasi. Atas usaha-usaha itu negara yang mau dan mampu mesti diberikan

bantuan tidak hanya secara finansial tetapi teknologi dan sebagainya”

Sebelum COP-13, Indonesia di bawah koordinasi Kementrian Kehutanan (melalui
IFCA) telah menetapkan Road Map REDDI (Indonesia) yang terbagi ke dalam 3

phase:

1. Persiapan (Readiness) tahun 2007 sebelum COP-13 bertujuan untuk penyiapan
perangkat metodologi/architecture dan strategi implementasi REDDI,
komunikasi/koordinasi /konsultasi stakeholders,termasuk penentuan kriteria
untuk pemilihan lokasi pilot activities.

2. Phase Pilot/transisi (2008-2012) : testing metodologi dan strategi,dan transisi
dari non-market (fund-based) ke mekanisme pasar (market mechanism), dan
Implementasi penuh (dari 2012 atau lebih awal tergantung perkembangan
negosiasi dan kesiapan Indonesia) dengan tata cara (rules and procedures)
berdasarkan keputusan COP dan ketentuan di Indonesia.Tindak lanjut hasil IFCA
2007 dan COP-13 : Sosialisasi hasil IFCA 2007 dan COP-13 ke stakeholders di
daerah (diselenggarakan di Propinsi-propinsi/sesuai ketersediaan

dana),Penyiapan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara REDD

® Adalah sebuah instrumen yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh suatu proyek, seperti instalasi
tenaga solar, yang digunakan untuk mencegah timbulnya emisi gas dari sumber yang lain. Carbon offset diukur dalam metrik
tons atas kapasitas CO2 atau gas lain sejenisnya. Informasi lebih  lanjut  kunjungi  website
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon offset dan www.davidsuzgki.org di akses April 2010
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(termasuk Pilot/demonstration activities), Pemilihan lokasi dan dimulainya
pilot/demonstration activities Penyaiapan posisi dan partisipasi aktif dalam
negosiasi baik di Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice (SBSTA)
dan COP, Penyiapan perangkat institusi dan lain lain untuk implemenatsi

3. REDD setelah 2012 (full implementation).

Komunikasi /koordinasi /konsultasi dengan stakeholders tentang perangkat

/rencana yang dipersiapkan Departemen Kehutanan. Target sampai tahun 2012

(berakhirnya periode Peta 1 Sebaran DA REDD di Indonesia

. . Indonesia REDD Demonstration Proj
komitmen pertama di bawah onest e

Protokol Kyoto) Implemen- "; ' ;‘1”% -

tasi pilot / demonstration ;.kv:}r' SRR
activities dan penyiapan full
implementasi REDD, Akhir
2012 diharapkan REDD sudah
full operasional (ada me-

kanisme trading dan non-

trading)’

Dalam masa inisiasinya,
Reducing  Emissions  from
Deforestation and Degra-
dation atau REDD telah

demikian menyita perhatian

masyarakat dunia, terutama ...

negara-negara pemilik hutan yan_Sumber:Sekala  pher-kembang. Sumbangan
sektor kehutanan bagi kenaikan jumlah emisi rumah kaca global meningkat secara
sig-nifikan, di sisi yang lain, hutan sendiri merupakan penyerap karbon yang
potensial dan murah. Kombinasi dua hal itu sederhananya telah melahirkan inisiatif
agar hutan dimasukkan dalam strategi mitigasi perubahan iklim dan sekaligus

memberikan kompensasi pada negara pemilik hutan.

° Nur Masripatin (2008)



REDD sendiri sebenarnya bisa didekati lewat dua cara: sebagai tujuan atau sebagai
mekanisme pembiayaan bagi usaha pengurangan laju deforestasi [dan degradasi
hutan]. Sebagai tujuan, ia mengharapkan adanya pengurangan emisi rumah kaca
[ERK], utamanya CO2, lewat cara pengurangan laju deforestasi [dan degradasi
hutan]. la menjadi sinyal nyata diintegrasikannya hutan ke dalam strategi mitigasi
perubahan iklim. Sementara, sebagai sebuah mekanisme ia berusaha membuat tata
cara pembiayaan/mekanisme kompensasi bagi usaha pengurangan deforestasi [dan
degradasi hutan] yang berakibat pada turunnya Emisi Rumah Kaca (ERK) utamanya

Cco2.

Dengan asumsi bahwa hutan akan tetap dimasukkan dalam strategi penurunan ERK
global, maka mekanisme yang ditawarkan, baik melalui REDD atau bukan, akan
bersentuhan dengan persoalan di sekitar kehutanan. Hutan, adalah tempat
bergantung bagi sekitar satu milyar orang di dunia dan umumnya adalah orang
miskin. Di sinilah cecabang itu bermula: tawaran mekanisme itu—dengan sejumlah
besar dana kompensasi — memberikan harapan dapat menyelesaikan persoalan yang
selama ini membelit kehutanan dan memberikan kesejahteraan bagi mereka yang
tergantung kepada hutan; namun di sisi lain, terutama karena mekanisme itu pada
soalnya adalah pembiayaan, masih kurangnya transparansi, kurangnya partisipasi
dan akuntabilitas di kalangan pemangku kehutanan serta sederet masalah tata
pemerintahan lainnya, dikhawatirkan akan memberikan dampak merugikan bagi
masyarakat atau akan kembali meneguhkan pandangan hutan sebagai sumber daya

ekonomi semata.

Bicara REDD sebagai sebuah mekanisme kini terjadi tarik-ulur dan dirasuki oleh
banyak kepentingan terutama bisnis. REDD yang semula hanya bicara soal
Deforestasi dan Degradasi dengan Mitigasi dan adaptasi sebagai kata kuncinya, kini
kian bertambah seiring kuatnya desakan untuk memperluas cakupan REDD yang
lebih luas. Akhirnya saat ini kita mengenal juga apa yang dinamakan REDD plus®.

Walaupun REDD secara final belum diputuskan mekanisme serta keberlakukannya

% Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus — suatu mekanisme penurunan emisi yang

dikembangkan dari REDD (expanded REDD) dimana penggunaan lahan yang tercakup di dalamnya meliputi hutan konservasi,
pengelolaan hutan lestari (SFM), degradasi hutan dan CDM (aforestasi dan reforestasi). Mekanisme ini memungkinkan
pengusaha perkebunan besar menerima benefit besar dari REDD, karena mereka tergolong dalam skema plus (reforestasi dan
aforestasi)
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akibat gagalnya perundingan CoP ke 15 di Copenhagen, Indonesia mendahuluinya
dengan menelurkan beberapa aturan mengenai REDD oleh Mentri Kehutanan
Indonesia berupa Peraturan Mentri Kehutanan. Permenhut itu adalah :(1)
Permenhut No 68/ Menhut-11/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration
Activities Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (2) Permenhut No
30/Menhut-11/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan
Degradasi (REDD) (3) Pemenhut No 36/Menhut-11/2009 tentang Tata Cara Perizinan
Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon pada Hutan
Produksi dan Hutan Lindung. Berbasiskan ke tiga peraturan Mentri Kehutanan
tersebut, terutama Permenhut no 36/2008 tentang Demonstration Activities REDD
sejak 2008 sudah ada kegiatan yang menamakan diri demonstration activities REDD
yang berlandaskan pada Permenhut dan tentu saja kesepakatan COP 13 di Bali.
Maka beberapa daerah di Indonesia mulai melaksanakan proyek yang berkaitan
dengan hal tersebut. Ulu Masen Aceh, Malinau Kalimantan Timur dan Kapuas Hulu

Kalbar adalah sebagian kecil area yang dijadikan lokasi proyek uji coba.™

Kritik banyak pihak terkait kebijakan pemeritah mengenai REDD adalah minimalnya
penghormatan dan pengakuan serta pelibatan masyarakat adat dalam berbagai
proyek atas nama REDD. Pelibatan yang telah diatur dalam Permenhut seperti dalam
benefit sharing dan dan pencantuman masyarakat adat sebagai pihak sebagai
pengusul proyek sangat lemah, karena secara entitas hukum kita hampir tidak
menemukan adanya komunitas yang diakui secara legal formal di Indonesia. Oleh
sebab itu, pencantuman klausul masyarakat adat (hutan adat) terutama pada pasal 4
(poin 1 dan 2) Permenhut No 36 /2009 yang menyatakan bahwa pengelola hutan
adat adalah entitas nasional yang berhak dan setara dengan entitas hukum nasional
seperti pemegang ijin IUPHHK-HA, HTI,Perkebunan dan sebagainya adalah tidak
rasional karena, masyarkat adat diharuskan mengajukan permohonan ijin ke
Menhut untuk mengelola kawasan hutan adat, dan memperoleh rekomendasi untuk
pelaksanaan REDD dari Pemerintah daerah. Padahal jika sudah ditetapkan sebagai
entitas nasional semestinya masyarakat adat langsung dapat mengajukan proyek

REDD tanpa harus menunggu SK Menhut. Artinya, kebijakan pemerintah untuk

" Selengkapnya mengenai lokasi DA REDD silalahkan melihat siaran pers Dephut (sekarang Kementrian Kehutanan) tentang
Launching DA-REDD di Indonesia http://www.dephut.go.id/inde9x.php?q:id/node/6015



http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/6015

mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat seharusnya diberikan tanpa
harus memberatkan masyarakat adat dengan persyaratan yang hampir mustahil

dipenuhi oleh berbagai komunitas adat di Indonesia.

Dengan latar belakang seperti di atas, penelitian ini diharapakan memberikan
gambaran secara lebih komprehensif keterkaitan kebijakan dan hukum di tingkat
internasional dengan kebijakan/hukum di tingkat nasional dan daerah sambil
melihat sejauh mana kebijakan dan hukum itu berdampak pada masyarakat sekitar
hutan. Selain itu, disamping hendak memberikan gambaran keterkaitan
kebijakan/hukum antara tataran internasional, nasional dan daerah, penelitian ini
hendak memberi gambaran bentuk-bentuk kelembagaan yang terbentuk atau
kemungkinan terbentuk sebagai pelaksanan dari kebijakan perubahan iklim dan
mekanisme REDD. Penelitian juga hendak memberi gambaran kondisi masyarakat
yang diperkirakan terkena dampak kebijakan/hukum atau kelembagaan yang
terbentuk itu dan bagaimana seharusnya kebijakan atau hukum mempertimbangkan

keadaan masyarakat tersebut.

Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini fokus kepada penelitian mengenai kerangka hukum dan
kelembagaan di tingkat daerah [provinsi Kalimantan Bara dan kabupaten Kapuas
Hulu]; Penelitian berjudul : Indah Kabar dari Rupa: Studi mengenai Pemenuhan Hak-
hak Masyarakat Adat dalam Kerangka Hukum dan Kelembagaan Pelaksanaan

Demonstration Activities REDD di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat

Di tingkat lokal [provinsi dan kabupaten], penelitian ini hendak memeriksa sejauh
mana peraturan dan lembaga yang berada di daerah dapat mengantisipasi
pelaksanaan REDD terutama proyek-proyek Demonstration Activities yang sedang
berjalam. Penelitian ini mesti mengungkap sejauh mana pelaksanaan REDD atau
secara lebih umum kebijakan perubahan iklim ini diintegrasikan dalam rencana
pembangunan daerah. Penelitian juga harus bisa mengungkapkan persoalan dalam
otonomi daerah, terutama dalam masalah pembagian kewenangan pusat dan
daerah dalam pengelolaan hutan dan tentunya benefit sharing kegiatan kehutanan.
Di tingkat lokal ini pula harus bisa dibaca sejauh mana kebijakan pemerintah daerah

dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat/lokal dan
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perlindungan hutan [atau secara lebih umum, kebijakan lingkungan hidup di tingkat

lokall.

Di dua tingkat pemerintahan itu, perlu kiranya diperhatikan dinamika politik
nasional/lokal, serta tarik menarik kepentingan antara pihak swasta, pemerintah dan
masyarakat. Setelah melihat peraturan dan kelembagaan baik di tingkat nasional
dan lokal serta bisa dibaca adanya 'jurang kebijakan', penelitian seyogyanya bisa
memberikan saran kebijakan /hukum /kelembagaan apa yang seharusnya ada dalam
pelaksanaan REDD/Perubahan Iklim yang bisa benar-benar melindungi hak-hak

masyarakat adat dan keberlanjutan hutan.

Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Pernyataan Masalah. Masalah penelitian untuk kajian hukum/kebijakan dan
kelembagaan ini adalah seberapa jauh instrumen hukum/kebijakan terkait dengan
perubahan iklim, khususnya REDD, yang ada mengatur pengakuan, pemenuhan dan
perlindungan hak-hak masyarakat adat/lokal atas hutan serta perlindungan hutan
secara umum; seberapa jauh perangkat kelembagaan yang ada berfungsi untuk

menjalankan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan tersebut?

Pertanyaan Penelitian. Selanjutnya, masalah-masalah itu diturunkan ke dalam

pertanyaan-pertanyaan khusus di bawah ini:

1. Apakah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas
Hulu secara khusus memiliki kebijakan dan aturan hukum terkait isu perubahan
iklim dan pelaksanaan REDD?

2. Apakah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas
Hulu telah memiliki kelembagaan yang mengurusi isu Perubahan Iklim dan
REDD?

3. Bagaimanakah posisi dan hak-hak masyarakat adat ditempatkan dalam aturan
dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan secara

khusus oleh Kabupaten Kapuas Hulu?

Konsep-konsep dasar
Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang kiranya penting untuk diketahui dan
dijabarkan secara singkat sebagai usaha untuk menarik garis pandang sama di antara

para peneliti. Beberapa konsep dasar yang mungkin akan ditemui selama penelitian
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adalah, antara lain:

Perubahan iklim. Menurut definisi UNFCCC, perubahan iklim adalah perubahan
pada iklim yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia
yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer global. Dengan demikian,
UNFCCC membagi perubahan iklim akibat aktivitas manusia dan akibat alami.
Sebenarnya, perubahan iklim sudah terjadi sejak pertama kali bumi terbentuk dan
secara alami terjadi dalam jangka waktu yang lama. Namun, sejak revolusi industri
pada abad ke-19, pertama kali dalam sejarah manusia, aktivitas manusia
mempengaruhi iklim. Perubahan iklim itu terjadi karena adanya perubahan
kandungan gas-gas yang ada di atmosfer bumi yang disebabkan oleh meningkatnya
gas rumah kaca. Perubahan iklim mencakup perubahan pada pola angin, tekanan
udara, pola curah hujan dan suhu permukaan bumi. Perubahan iklim kadang
disamakan dengan istilah pemanasan global, padahal isitlah pemanasan global

hanya mencakup bagian kecil dari pengertian perubahan iklim.

Pemanasan global. secara saintifik dikatakan sebagai fenomena atmosfer bumi
dalam melindungi bumi agar tetap hangat dengan menahan sebagian pantulan sinar
inframerah matahari tetap di bawah selimut atmosfer bumi. Istilah ini lebih tepat
dikatakan efek rumah kaca. Pemanasan global menjadi masalah karena peningkatan
gas rumah kaca itu telah mengurung lebih banyak sinar inframerah di bawah
atmosfer bumi, sehingga suhu bumi meningkat secara cepat. Peningkatan suhu bumi
itu diperkirakan tidak dimbangi dengan kemampuan bumi untuk segera

menyesuaikan diri dengan suhu yang lebih hangat dengan cepat itu.

Ada beberapa gas di atmosfer yang berperan penting terjadinya efek rumah kaca,
yakni uap air [H20], CO2, Methane, N20 dan O3 [ozone]. Sampai saat ini ada dua
perjanjian internasional yang mengatur mengenai gas-gas di atmosfer ini. Protocol
Montreal mengatur emisi rumah kaca yang dihasilkan manusia, yakni halocarbon
[CFCs, HCFCs, dll], gas yang mengandung clorine dan bromine. Sedangkan Protokol
Kyoto, mengatur gas-gas rumah kaca berupa CO2, N20, CH4,SF6, HFCs dan PFCs.

REDD. Kepanjangan REDD dalam perdebatan di UNFCCC tidak selalu konsisten. la
bisa kepanjangan dari Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di

negara berkembang/Reducing Emission from Deforestation and forest degradation
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in developing countries atau kepanjangan dari Pengurangan emisi dari deforestasi di
negara berkembang/Reducing Emissions from Deforestation in developing Countries.
Kepanjangan REDD yang pertama itu merupakan istilah yang diperkenalkan oleh
Indonesia pada COP 13, Desember 2007, di Bali. Definisi resmi Indonesia REDD
adalah semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau
pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan
melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang

berkelanjutan.

REDD dalam pelaksanaannya merujuk pada dua hal. Pertama, proses pembentukan
mekanisme pembayaran kepada negara berkembang yang telah mengurangi
emisinya lewat pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan. Kedua, ia
merujuk pada aktivitas persiapan bagi negara agar terlibat dalam mekanisme REDD.

Di Indonesia, rujukan kedua itu dikenal dengan istilah Demonstration Activities [DA].

Demonstration Activities [DA]. Dalam rencana pemerintah Indonesia, DA ini
merupakan inisiasi pelaksanaan REDD yang dilakukan sebelum adanya keputusan
mengikat di tingkat internasional. DA ini dilakukan untuk pengujian dan
pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara
berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon dengan tujuan untuk
mendapatkan desain pengelolaan hutan terkait pengurangan emisi karbon dari
deforestasi dan degradasi hutan. DA dapat dilakukan di hutan Negara dan atau
hutan hak dan dilakukan oleh para pemrakarsa yang dalam implementasinya bisa
dikerjasamakan dengan mitra. Walaupu terkesan seperti penelitian pencarian
bentuk REDD, namun DA ini tetap penting berhubung dengan ketergantungan
pelaksanaan REDD yang membutuhkan persetujuan secara mengikat terkait peranan
hutan dalam mitigasi perubahan iklim. Dalam implementasinya, DA ini
membutuhkan persetujuan dari Menteri Kehutanan. Jika memenuhi persyaratan

tertentu, maka DA ini bisa dialihkan menjadi proyek REDD.

Carbon Offset. Merupakan kredit pengurangan emisi rumah kaca yang berasal dari
proyek atau organisasi lain yang melakukan praktek pengeluaran emisi gas rumah
kaca yang rendah di tempat lain. Dengan demikian, biarpun bernama Carbon, ia

tidak hanya terbatas pada Karbon saja, namun juga mencakup emisi rumah kaca lain
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di luar karbon, seperti Methane, dll. Pengaturan Carbon Offset ini diatur dalam CO2e
atau carbon dioxide-equivalent. Carbon offset memungkinkan calon pembeli kredit
membayar pihak lain untuk membuat proyek yang mengurangi emisi dengan atas
nama calon pembeli kredit itu. Istilah ini muncul bersamaan dengan lahirnya
Protokol Kyoto yang memberikan pilihan kepada Negara maju — daripada melakukan
pengurangan emisi di dalam negerinya — membiayai sebuah atau beberapa proyek
pengurangan emisi di Negara berkembang yang hasil pengurangan emisi itu akan
dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban pengurangan emisi Negara maju. Dalam
perkembangannya aktor yang terlibat dalam Carbon Offset ini tidak hanya Negara,

namun juga individual dan perusahaan/privat.

Carbon Offset ini biasanya berjalan lewat mekanisme perdagangan karbon yang
terdiri dari dua tipe: compliance dan voluntary. Pada perdagangan karbon yang
bersifat compliance, para aktor [individual, perusahaan, pemerintah atau bentuk
lembaga lain] membeli kredit karbon berdasarkan suatu batasan [“Cap”] karbon
yang boleh dikeluarkan, sementara dalam perdagangan karbon yang bersifat
voluntary — yang jumlahnya jauh lebih kecil dari yang compliance — para aktor
membeli kredit pengurangan emisi untuk memitigasi pengeluaran emisi karbonnya

sendiri.

Ada beberapa standar dalam Carbon Offset yang sekarang ini berlaku: VCS, Green-e,
dan The Gold Standard. Standar ini dibuat untuk memberikan kepastian pada pihak
pembeli kredit bahwa kredit karbon yang dibelinya telah memenuhi criteria yang
ditetapkan dan juga memberikan pedoman pada pihak pelaksana proyek agar dapat
memenuhi criteria yang ditetapkan begitu proyek dibangun. Dari semua standar
Carbon Offset yang ada, The Gold Standard dianggap sebagai standar yang tertinggi
dan terpercaya dalam urusan Carbon Offset ini. The Gold Standard ini hanya
mencakup Carbon Offset dalam efisiensi energi dan energi terbarukan karena kedua
hal ini memberikan jalan pada pengurangan ketergantungan pada energi fosil.
Sayangnya, The Gold Standard secara tersurat tidak memasukkan proyek reforestasi

dalam kriteria yang diaturnya.

Deforestasi. Menurut Marrakesh Accord [COP 7] disebutkan bahwa deforestasi

adalah direct human-induced conversion of forested land to non-forested land.
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Sementara Indonesia sendiri memakai definisi yang hampir sama dengan definisi
menurut UNFCCC itu dengan menyebutkan bahwa deforestasi adalah perubahan
secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh

kegiatan manusia.

Degradasi hutan. Istilah ini belum dikenal dalam perundingan perubahan iklim.
Indonesia menyebut istilah degradasi hutan ini sebagai penurunan kuantitas
tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh
kegiatan manusia. Istilah ini serta istilah Deforestasi terkait dengan istilah lain, yakni

hutan.

Hutan. Sampai saat ini UNFCCC mengadopsi istilah hutan yang dipunyai oleh FAO,
yakni dengan mengatakan a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree
crown cover (or equivalent stocking level) of more than 10-30 per cent with trees
with the potential to reach a minimum height of 2-5 metres at maturity in situ. Tidak
ada penjelasan apakah bisa juga dikatakan hutan ketika jenis pohonnya hampir
seragam. Istilah Indonesia untuk hutan lebih bermasalah lagi. Hutan menurut
Indonesia adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; yang dibedakan
pengertiannya dengan kawasan hutan, yakni wilayah tertentu yang ditunjuk dan
atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap. Sehingga bisa jadi ada hutan yang tidak berposisi sebagai kawasan
hutan jika tidak ada penunjukan atau penetapan dari pemerintah atau bisa juga ada

kawasan hutan yang sebenarya bukan hutan [karena tidak ada lagi pepohonan].

Sustainable Forest Management. Istilah Sustainable Forest Management [SFM]
pertama kali muncul dalam Ministerial Conference on the Protection of Forests in
Europe (MCPFE) pada tahun 1993 yang manyatakan: “The stewardship and use of
forests and forest lands in a way, and at a rate, that maintains their biodiversity,
productivity, regeneration capacity, vitality and their potential to fulfill, now and in
the future, relevant ecological, economic and social functions, at local, national, and
global levels, and that does not cause damage to other ecosystems.” [Pengusahaan

hutan dan lahan hutan yang mempertimbangkan keanekaragaman hayati,
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produktivitasnya, kapasitas regenerasi, vitalitas dan potensinya untuk memenuhi
fungsi ekologis, ekonomi dan sosial, pada masa sekarang dan masa depan, baik pada
tingkatan lokal, nasional dan global, dan pemenuhan fungsi itu tidak menyebabakan
kerusakan pada ekosistem lain]. Dalam prakteknya, SFM lebih ditujukan pada
praktek perusahaan kayu besar dalam mengusahakan kekayaan kayu di wilayah
konsesinya. Dengan definisi dan standar yang terlalu luas menyebabkan banyak
perusahaan yang mengaku mengikuti standar tertentu SFM, padahal dalam
prakteknya tidak demikian. Ketika SFM ini coba dimasukkan dalam perdebatan
tentang REDD [dimasukkan kala perundingan soal teks REDD pada perundingan
AWG di Bonn, Juni 2009], maka yang menerima manfaat adalah perusahaan kayu.
Padahal perusahaan kayu ini menjadi biang terjadinya deforestasi dan penghasil

banyak karbon.

Sustainable Management of Forest. Istilah ini muncul dalam perdebatan REDD
ketika dicantumkan dalam Bali Action Plan 2007. Bali Action Plan memandatkan
peran “..sustainable management of forest...” dalam usaha mitigasi perubahan iklim.
Namun dalam perundingan AWG di Bonn, Juni 2009, teks itu berubah menjadi
“...promoting Sustainable Forest Management...”Belum ada ditemukan penjelasan
apa yang membedakan istilah SFM dengan SMF ini; namun dengan dekatnya SFM
dengan perusahaan kayu besar, nampaknya SMF ditujukan pada pengusahaan hutan

yang rendah dampak, misalnya pengumpulan produk hutan bukan kayu.

Entitas nasional dan Entitas internasional. Dua istilah ini diperkenalkan dalam
Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 30/Menhut-11/2009 tentang Tata Cara
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan [REDD]. Kedua entittas ini
merupakan pelaku dari REDD. Entitas nasional adalah Pemegang Izin Usaha
Pemanfataan Hasil Hutan pada Kawasan Hutan, Pengelola Hutan Negara dan
Pemilik atau Pengelola Hutan Hak; sementara Entitas internasional adalah mitra
penyandang dana untuk pelaksanaan REDD. Dengan definisi demikian, maka entitas
nasional ini menjadi pelaksana dari sebuah proyek REDD yang dibiayai oleh entitas
internasional atau entitas nasional melakukan proyek yang nantinya menghasilkan
sertifikat REDD yang akan dijual ke entitas internasional. Hak dari entitas nasional
hanyalah menerima pembayaran dari entitas internasional atas penurunan emisi

yang berhasil dilakukannya dan entitas internasional berhak mempergunakan
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sertifikat REDD untuk dikompensasikan dengan kewajiban penurunan emisinya

Hukum dan Kebijakan. Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari
beberapa definisi dari berbagai sumber. Hukum diartikan menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia [1997] sebagai peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap
mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas serta sebagai
undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Namun hukum tidak hanya peraturan tertulis atau tidak tertulis. Dalam penelitian
ini, hukum juga mencakup budaya hukum dan aparat hukum. Aparat hukum yang
dimaksud adalah para pelaksana peraturan perundang-undangan baik barupa

individual maupun lembaga.

Kebijakan yang dimaksud tepatnya adalah kebijakan publik yang merupakan
keputusan yang mengikat banyak orang yang dibuat oleh otoritas publik yang
mendapatkan mandat dari rakyat/publik. Kebijakan secara pengertian jauh lebih luas
dari peraturan perundang-undangan, karena ia juga mencakup sistem anggaran dan
strategi pelaksanaan keputusan, termasuk pengawasannya. Karenanya kebijakan
publik jika dilihat secara siklus mencakup kegiatan pembuatan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan dan monitoring kebijakan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara fokus melakukan kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi
Kalimantan Barat. Kabupaten ini dipilih karena di wilayah ini terdapat dua Taman
Nasional dan sejumlah hutan lindung serta keberadaan masyarakat adat dan lokal
yang menggantungkan diri pada keberadaan hutan. Selain itu kabupaten Kapuas
Hulu ini pada tahun 2003 telah mendeklarasikan dirinya sebagai Kabupaten

Konservasi di tengah gencarnya perubahan tata guna lahan di daerahnya.

Alasan kuat memilih kabupaten ini karena, saat ini telah ada 2 proyek DA REDD
berlangsung sejak tahun 2008 yang lalu. Sehingga penting untuk memeriksa sejauh
mana pelaksanaan dan perkembangan proyek tersebut dan juga bagaimana

kesiapan kabupaten ini melaksanakan REDD.

Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan mengandalkan

metode pengambilan data : policy gap, institutional mapping, analisis teks,
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focus group discussion, in-depth interview.

Metode kualitatif dipakai karena dengan metode itu, peneliti bisa menganalisa
proses sosial yang sedang berlangsung, mempelajari berbagai bentuk hasil yang
dihasilkan dari proses sosial dan menggali informasi dari mereka yang terlibat dalam
proses sosial tadi. Pendekatan kualitatif ini dapat dipergunakan untuk menganalisa
berbagai lembaga yang menghasilkan kebijakan, norma dan hukum/quasi-hukum

[perjanjian, standar, dst yang mengikat].

Berikut masing-masing penjelasan metode yang dipakai beserta data yang

dibutuhkan :

I. Metode Policy Gap merupakan pendekatan yang mencoba mencari tahu latar
belakang dan materi kebijakan atau hukum yang disusun oleh pihak tertentu dan
kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan kebijakan atau hukum itu di
lapangan. Data yang dibutuhkan adalah dokumen kebijakan, usulan dan peraturan
perundang-undangan, laporan pelaksanaan kebijakan, transkip wawancara.

Il. Institutional Mapping mencoba untuk memetakan kelembagaan yang ada terkait
dengan pelaksanaan sebuah kebijakan dan hukum. Pemetaan ini dapat melihat
sejauh mana kewenangan yang dipunyai oleh sebuah lembaga, sejauh mana
kewenangan itu dilakukan dan bagaimana interdependensinya dengan lembaga-
lembaga lain. Data yang dibutuhkan adalah dokumen kebijakan, laporan
pelaksanaan kebijakan, peraturan perundangan terkait kewenangan dan
pembentukan lembaga tersebut.

lll. Analisis teks merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisa berbagai
dokumen yang diperlukan dalam proses penelitian. Pendekatan ini disandingkan
dengan policy gap dan institutional mapping. Data yang dibutuhkan antara lain
dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan kebijakan, data sekunder berupa berita
media massa, peta, peraturan perundangan terkait, laporan penelitian dan
literatur.

IV. Focus Group Discussion merupakan metode vyang dipergunakan untuk
mengumpulkan pendapat dari sebuah masalah/isu yang menjadi perhatian
sebuah kelompok masyarakat atau pemerhati. Metode ini dipakai untuk
mengumpulkan data dari mereka yang peneliti tentukan di awal terlibat dalam

atau mengerti duduk persoalan atau kemungkinan besar terkena dampak. Data
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yang dibutuhkan antara lain dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan kebijakan,
data sekunder berupa berita media massa, peraturan perundangan terkait,
laporan penelitian.

. In-depth interview [wawancara mendalam] mempunyai kesamaan dengan
metode Focus Group Discussion di atas namun dilakukan secara individual. Dalam
penelitian ini peneliti memakai strategi wawancara semi terstruktur — dengan
menyiapkan daftar singkat topik pertanyaan — akan dipakai untuk penelitian

tentang kebijakan/hukum dan kelembagaan terkait perubahan iklim dan REDD.
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Il. REDD DI KALBAR

Situasi Umum

Kalimantan Barat jika ditilik dari luasan kawasan dipastikan menyimpan cadangan
carbon yang memadai, apalagi jika dihitung dari tutupan hutannya. Atas
pertimbangan tersebutlah maka provinsi ini dijadikan salah satu lokasi percontohan
kegiatan REDD. Provinsi seluas 146.807 KM2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia
atau 1,13 kali luas pulau Jawa, membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang
lebih dari 600 KM dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Kalimantan Barat
merupakan salah satu propinsi terluas Indonesia, ia masuk kedalam empat besar
propinsi yang memiliki wilayah luas setelah Papua/Irian Jaya (421.891Km2), dengan
catatan luasan ini sebelum Papua dimekarkan menjadi dua provinsi, Kalimantan
Timur (202.440 Km2) dan Kalimantan Tengah (152.600 Km2). Propinsi ini berbatasan
masing-masing di Utara dengan Sarawak, Selatan dengan Laut Jawa dan Kalimantan
Tengah, Timur dengan Kalimantan Timur dan bagian Barat berbatasan dengan Laut

Natuna dan Selat Karimata.

Kalbar merupakan satu di antara beberapa provinsi di Indonesia, yang terpilih
menjadi lokasi pelaksanaan uji coba REDD, selain karena stok karbon yang memadai
juga dianggap telah mengalami degradasi dan deforestasi tinggi, akibat pembalakan
liar dan pembukaan perkebunan skala luas. Perkebunan skala luas tidak hanya
mengancam eksistensi hutan primer yang menjadi tujuan pengurangan emisi
karbon, juga mengancam ekosistem gambut yang daya serap karbonnya tinggi dan
kini menjadi alasan kuat mengapa REDD plus dilakukan. Wilayah bergambut
tersebut, mendominasi berbagai kawasan di Kalbar, sehingga beberapa pemrakarsa
Uji coba REDD memasukan kawasan bergambut tebal sebagai hal penting untuk
diselamatkan. Setelah Ulu Massen di Aceh, Malinau di Kalimantan Timur dan
kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah kini, Kalimantan Barat turut melaksanakan
kegiatan serupa dengan memilih lokasi uji coba atau demonstration activities™ di
kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu. Uji coba REDD yang kini berlangsung tak
lepas dari keluarnya Peraturan Mentri Kehutanan (Permenhut) nomor 68 tahun

2008 tentang Demonstration Activities REDD, yang menjadi landasan pijakannya.

2 Adalah proyek berupa pengujian dan pengembangan metodologi, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara
berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karborﬁo



Pasca CoP ke 13 di Bali yang menghasilkan Bali Road Map™® dan khususnya Bali

Action Plan', berbagai kegiatan bertajuk uji coba REDD dilakukan di Indonesia,

termasuk yang saat ini dilakukan di Kalimantan Barat. Salah satu alasan mengapa

penting dilakukan DA REDD di Indonesia adalah tentunya merujuk kepada salah satu

keputusan 2/COP-13 tentang REDD yang menyebutkan pendekatan kebijakan dan

insentif positif untuk REDD mencakup tiga hal yakni:

1) Pilot/ demonstration activities (Proyek-proyek Percontohan)

2) Capacity Building danTechnology Transfer (pengembangan kapasitas dan
transfer teknologi)

3) Indicative guidance (Panduan untuk proyek percontohan)®

Box 1 Indicative Guidance Demonstration Activities

Demonstration activities harus mendapat persetujuan host Party dalam hal ini Pemerintah,
Penghitungan pengurangan / peningkatan emisi harus sesuai hasil, terukur, transparan, Dalam kesepakatan
dapat diverifikasi, dan konsisten sepanjang waktu, Pelaporan menggunakan reporting
guidelines (Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry) ‘Bali Action p|an"
sebagai dasar penghitungan dan monitoring emisi, Pengurangan emisi dari national
demonstration activities dievaluasi berdasar emisi deforestasi dan degradasi beb k
nasional,Subnational demonstration activities dievaluasi dalam batas kegiatan tersebut, €berapa esepa-
termasuk evaluasi terhadap pengalihan emisi sebagai dampak dari kegiatan dimaksud
(leakage) katan yang tertuang

Pengurangan/peningkatan emisi dari demonstration activity didasarkan pada emisi di memberikan gam-
masa lampau, dengan memperhatikan kondisi masing-masing negara, Pemakain
pendekatan sub-national harus merupakan suatu langkah menuju pendekatan national
referencelevels/baseline dan estimasi pengurangan emisi, Demonstration activities harus baran kearah mana
konsisten dengan provisi di bawah UNFF, CCD, dan CBD,Pengalaman dari implementasi
demonstration activities dilaporkan dan tersedia melalui Web platform; Termasuk dalam REDD tertuju, Hal
pelaporan demonstration activities deskripsi kegiatan, efektivitas, dan informasi lain yang

relevan, Dianjurkan menggunakan independent expert review. tersebut. mem per-
7

Sumber: hasil CoP 13 dan Nur Masripatin (2008)

kuat keinginan ne-
gara-negara inisiator sekaligus suporternya yakni; negara maju, selain harus
memenuhi kewajiban peningkatan target penurunan emisi dan membantu negara
berkembang (capacity building, technology transfer, financial) dalam upaya
mengurangi dampak negatif perubahan iklim, negara berkembang juga didorong
melakukan aksi nyata dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

dalam konteks pembangunan berkelanjutan, a.l. melalui integrasi upaya adaptasi

B Adalah kumpulan keputusan-keputusan dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diadopsi oleh parties UNFCCC dan Protokol
Kyoto pada tahun 2007 di konferensi PBB tentang perobahan iklim di Bali yang memberikan suatu proses untuk menyetujui
revisi dan penambahan dimasa mendatang ke dalam UNFCCC dan protocol Kyoto yang akan dinegosiasikan di UNFCCC /CoP
ke 15 di Copenhagen, Desember 2009 yang lalu.

" Merupakan kesepakatan pada Konferensi Iklim di Bali pada tahun 2007 yang mencantumkan berbagai pokok pembahasan
negosiasi sampai periode komitmen pertama Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012. Semua Parties menyadari
diperlukannya reduksi penurunan emisi global yang lebih besar sebesar 25-40% sebagai komitmen lanjutan dari negara maju
(annex-I Protokol Kyoto) sesuai dengan AR4 IPCC

> United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), December 2007 Report of the Parties on its Thirteenth
session, held in Bali 30 to 15 December 2007. 21



dan mitigasi perubahan iklim kedalam perencanaan nasional dan sectoral planning.
Beberapa butir penting dari keputusan COP-13 tentang REDD yang memerlukan
tindak lanjut segera maupun terjemahan lebih lanjut untuk implementasinya di
Indonesia antara lain : REDD dilaksanakan atas dasar sukarela (voluntary basis)
dengan prinsip menghormati kedaulatan negara (sovereignity), negara maju sepakat
memberikan dukungan untuk capacity building, transfer teknologi di bidang
metodologi dan institusional, pilot /demonstration activities, Untuk pelaksanaan
pilot/demonstration activities dan implementasi REDD, diperlukan penguasaan
aspek metodologi sesuai standar internasional.Oleh karenanya COP-13 menyepakati
indicative guidance untuk pilot/ demonstration activities, dimana terdapat tanggung
jawab internasional, nasional (Pemerintah Pusat) dan sub-nasional (pelaksana di

daerah).

Lalu bagaimanakah kesiapan segenap elemen Pemda Kalbar terhadap kegiatan
ujicoba REDD yang berlangsung? Semenjak COP-13, banyak perdebatan yang muncul
sebagai reaksi atas hasil-hasil perundingan mengenai perubahan iklim di tingkat
internasional. Dinamika ini ternyata juga memengaruhi situasi dan cara pandang
umum di Kalbar. Efek tersebut tergambar jelas, ketika adanya pemikiran bahwa
REDD tidaklah seindah yang dibayangkan dan diwacanakan selama ini, yakni Kalbar
hanya perlu menjaga hutan dan pasti akan diberi kompensasi tentu berupa sejumlah
nominal. Namun benang kusut perdebatan dan perundingan kerjasama
penanggulangan dampak perubahan iklim, ternyata membutuhkan berbagai
persyaratan yang tidak mudah. Banyak prasyarat nan rumit yang mesti dilalui, dan
tentu saja harus mengikuti standar internasional (REDD) yang hingga saat ini terus

dinegosiasikan.

Beberapa kepala daerah propinsi maupun kabupaten cukup resisten dengan
keadaan ketika insentif dalam mekanisme REDD tidak signifikan daya dukungnya
terhadap pembiayaan pembangunan daerah, karena harus melalui dan berbagi
untung dengan pemerintah pusat. Kekhawatiran itu ada akibat keruwetan birokrasi
dan bisa saja terjadi kebijakan yang tidak tepat dalam pembagian hasil yang dapat
menyebabkan wilayah yang menjadi lokasi REDD, tidak mendapatkan kompensasi
yang memadai seperti pengalaman bagi hasil atas eksploitasi sumberdaya alam

seperti minyak bumi dan hasil tambang lainnya selama ini. Akibatnya, pada rentang
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waktu 2008-2009 mekanisme REDD yang didukung oleh Pemerintahan SBY tidak
mendapat apresiasi yang cukup luas dari daerah. Konteks Kalbar contohnya adalah,
ketika Gubernur Cornelis diundang oleh Gubernur California (USA) Arnold
Schwarzenegger ke Los Angeles pada 30 September - 2 Oktober 2009 untuk
menghadiri kegiatan “Governors Global Climate Summit’. Cornelis hadir namun
selanjutnya Cornelis menolak menandatangani deklarasi dalam kegiatan tersebut,
yang berisikan kesepahaman untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan
komitmen bersama lainnya termasuk berbagi informasi mengenai penanganan
pembalakan liar, penggunaan energi, transfer teknologi, karena merasa bahwa
belum ada titik terang seperti apa kontribusi konkret REDD dan atau program
pengurangan emisi bagi daerah semisal Kalbar, yang menyiapkan hutan sebagai

penyerap gas-gas berbahaya.

“”

..... Saya tidak tanda tangan, karena tidak jelas apa yang menjadi
kewajiban negara maju dan apa yang menjadi kewajiban negara
berkembang. Kita mau ini jelas. Kalau kita dituntut sebagai paru-paru dunia,
bagaimana kehidupan kita, apa yang akan mereka (negara maju, red)
berikan kepada kita, bagaimana mengatasi masyarakat kita dan seterusnya,

ini yang kita mau. Kalau kita sudah teken, nanti repot kita,”

Ungkap Cornelis seperti yang dilansir berbagai media nasional®®

. Namun, setelah
keluarnya Permenhut no P. 36 /Menhut-ll/ 2009 yang dalam lampirannya
menyebutkan benefit sharing dalam proyek REDD, ditambah lagi ketika Menhut
melakukan meluncurkan secara resmi'’ lokasi DA-REDD di Indonesia, daerah yang

menjadi lokasi REDD mulai melaksanakan proyek uji coba tersebut termasuk Kalbar.

Di Kalimantan Barat saat ini ada dua kabupaten yang telah melaksanakan aktifitas
ujicoba REDD, yakni kabupaten Ketapang (Sungai Putri) dan kabupaten Kapuas Hulu
(Danau Siawan-Belida). Di Ketapang, inisiatif ini dikembangkan oleh Fauna and Flora
International (FFI) didukung oleh MacQuarie Bank (Australia). Selanjutnya, FFI

melakukan aktifitas serupa di Kapuas Hulu, dengan lokasi uji coba di Danau Siawan-

' http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2009/10/11/10861/Gubernur-Kalbar-Tolak-Teken-MoU-Global-Warming
diakses tgl 13 Mei 2010 di Pontianak.
7 |ihat http://portal.antara.co.id/berita/1264754693/menhut-launching-indonesia-redd-demonstration-activities diakses di
Pontianak 13 Mei 2010.
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Belida dan menggunakan alas hak ijin restorasi ekosistem dari Mentri kehutanan
untuk eks HPH PT.Trikaka. FFI dalam kegiatannya menggunakan pendekatan skema
pasar (voluntary bases) di berbagai proyek REDD yang mereka lakukan. Di Kapuas
Hulu, pada saat ini ada satu kegiatan lagi yang mendorong ujicoba REDD berbasis
kerjasama bilateral antara Indonsia dan Jerman. Saat ini mereka tengah
melaksanakan kegiatan uji coba melalui kegiatan bertajuk Forest and Climate

Change Program (ForClime) yang akan dibiayai oleh pemerintah Jerman.

Apa yang terjadi ketika Kalimantan Barat ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan
ujicoba REDD? Tidak banyak yang dilakukan, pemerintah daerah Kalbar guna
menterjemahkan kebijakan REDD di tingkat daerah. Di level provinsi, Gubernur
Cornelis baru memulai beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan REDD termasuk
menyepakati sebuah nota kesepahaman dengan Menteri Kehutanan mengenai
dukungan terhadap skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan serta Hutan Rakyat
sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan REDD'®. Sebelum proses
ujicoba REDD berlangsung, Gubernur Kalbar berulang kali melakukan eksposur atau
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan isu perubahan iklim. Namun hingga

saat ini belum terlihat kebijakan progresif yang diambil.

Yang menarik untuk dicermati adalah, setelah sekian lama Kalimantan Barat
dijadikan salah satu lokasi DA-REDD (2008-2010) tidak ditemukan adanya aturan
hukum dan atau kebijakan-kebijakan berikut kelembagaan yang khusus dibentuk
guna menangani isu REDD secara rinci. Anggapan bahwa REDD adalah kewenangan
pusat dan juga belum pasti mekanismenya adalah alasan yang dikemukakan.
Pendapat lain menyatakan bahwa REDD adalah isu Kementrian Kehutanan, sehingga
satu-satunya yang berwenang adalah Menhut dan daerah tinggal pemnunggu kabar
dari pusat jawaban yang mengemuka dari Pemda ketika mendiskusikan REDD di
Kalbar. Pembentukan Pokja Perubahan lklim adalah salah satu kebijakan standar
yang mesti dilakukan oleh daerah, terutama yang saat ini terkena DA REDD, Kalbar
terasa berbeda dengan dinamika Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang

sudah mulai membentuk Pokja dan atau Dewan Daerah Perubahan Iklim, untuk

% |ihat selengkapnya di http://www.tribunpontianak.co.id/readz/grtikel/7816 diakses tanggal 2 Juni 2010 di Jakarta.




mengkonsolidasikan kegiatan REDD. Hingga saat ini di Kalbar, tidak ditemukan

adanya Pokja atau Dewan Daerah yang mengurusi REDDY.

Ketika bicara REDD harus diakui bahwa, salah satu elemen kelembagaan penting
yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Kementrian Kehutanan. Sejak sector
kehutanan menjadi icon pembicaraan REDD, instansi ini secara otomatis menjadi
“leading sector” segala hal bersentuhan dengan REDD secara defacto, walaupun
pada disadari bahwa Kementrian Kehutanan bukanlah satu-satunya kelembagaan
yang mengurusi REDD. Banyak instansi lain yang turut memegang peran dalam isu
ini semisal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Kementrian
Keuangan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Dewan Nasional Perubahan Iklim.
Tetapi dalam tataran lapangan, dan khususnya Kalimantan Barat, urusan REDD
adalah urusan kementrian Kehutanan seperti anggapan umum yang berkembang di

Kalbar.

Penelusuran yang dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan
kelembagaan yang dibentuk untuk menangani isu REDD di Kalbar, hanya kegiatan
berupa workshop-workshop yang hampir keseluruhannya adalah inisiatif organisasi
masyarakat sipil yang memiliki concern terhadap isu perubahan iklim dan atau REDD.
Berbagai kegiatan lain berbentuk training-training pengenalan REDD juga dilakukan
oleh Ornop dan lembaga pemrakarsa REDD di Kalbar (FFI, DED,GTZ). Rentang waktu
2008-hingga saat penelitian ini dilakukan, tidak ditemukan workshop dan atau
pelatihan yang murni dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi guna memberi
informasi dan pemahaman kepada para pihak secara komprehensif, sebagai upaya
mendorong pengurangan dampak perubahan iklim di Kalbar. Alasan utama dibalik
ketiadaan upaya mengkampanyekan isu perubahan iklim tersebut disebabkan

berbagai alasan, dan umumnya adalah ketiadaan dana dan sumber daya manusia.

Meskipun belum ada Pokja atau kebijakan mengenai Perubahan Iklim dan REDD
secara khusus, namun Pemda Kalbar bekerjasama dengan World Wide Fund for
Nature (WWF) membangun telah kesepakatan untuk menjaga kawasan-kawasan

bernilai konservasi tinggi di Kabupaten Singang, Kapuas Hulu dan Melawi sebagai

19 http://www.vhrmedia.com/Dinas-Kehutanan-Kalbar-Perlu-Pokja-Tangani-REDD-berita4060.html diakses tanggal 13 Mei 2010
di Pontianak
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bagian dari program Heart of Borneo (HOB). HoB sendiri adalah kerjasama tiga
negara yakni Indonesia Malaysia dan Brunai Darusalam, untuk menjaga kawasan
penting di sepanjang perbatasan ke tiga negara tersebut. Inisiatif tersebut sudah
mulai berjalan dengan melakukan pengintegrasian kesepakatan-kesepakatan antar
ketiga negara dengan berbagai program, terutama di dua kabupaten yang menjadi
fokus HoB. Contoh pengintegrasiannya adalah menganggarkan dana kegiatan HOB

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara umum, jika bicara mengenai apa saja aturan hukum atau kebijakan mengenai
REDD, dan apa saja kelembagaan yang terbentuk guna merespon isu REDD di Kalbar,
berdasarkan interview dan telaahan penelitian belum sepenuhnya menemukan
kebijakan dan kelembagaan yang dibentuk semisal Pokja Perubahan lklim, Dewan
Daerah Perubahan Iklim dan atau penamaan lainnya pada level propinsi. Praktis
selama ini kegiatan DA REDD yang dilaksanakan di dua kabupaten, yang lebih banyak
“bermain” Dinas Kehutanan dengan kapasitas sebagai perpanjangan tangan
Kementrian Kehutanan di daerah. Situasi ini didukung oleh keadaan seperti contoh:
Flora and Fauna International (FFI) yang mengusung skema pasar lebih
memfokuskan dirinya ke kabupaten (pendekatan kabupaten) sehingga Pemprov
tidak memiliki andil yang begitu besar. Begitu pula kerjasama bilateral Indonesia-
Jerman dalam proyek Forest and Climate Change Programe (ForClime), hampir
semua proses yang saat ini sedang berjalan, hanya berkisar di tataran Dinas
Kehutanan Provinsi dan langsung menuju Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu

sebagai tempat pelaksanaan.

Kabupaten Kapuas Hulu

Kapuas Hulu menyita perhatian publik terutama berkaitan isu konservasi. Pada
tahun 2003, kabupaten ini mendeklarasikan dirinya sebagai “Kabupaten Konservasi”.
Menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten konservasi terbilang berani diambil
para penggagas, jika menilik trend hutan sebagai penyumbang pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kala itu. Namun, dengan

keyakinan penuh bahwa pembangunan tidak perlu selamanya menjadikan hutan

“|nformasi ini merupakan hasil interview dengan Bambang Bid(iréKoordinator HOB),tanggal 26 Maret 2010 di Pontianak.



sebagai pilar, keyakinan inilah yang menjadikan inisiatif ini terus berkembang dan

berjalan hingga kini.

Kapuas Hulu terletak paling ujung Sungai Kapuas dan berjarak 600 Km dari
Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Secara astronomi, kabupaten ini
berada pada 0,5° Lintang Utara sampai 1,4 Lintang Selatan dan 111,40° sampai
114,10° Bujur Timur. Dan secara administratif, kabupaten ini terbagi atas 24
kecamatan, namun 1 kecamatan pemekaran Putussibau Selatan yakni Kecamatan
Hulu Kapuas masih tarik ulur letak ibu kota kecamatan, sehingga saat ini jumlahnya

hanya 23 kecamatan

Table 2 Luas wilayah dan jumlah kecamatan

NO KECAMATAN LUAS (KM?) PERSENTASE
1 | Silat Hilir 1.777.10 3.94
2 | Silat Hulu 1.061.80 3.56
3 | Hulu Gurung 432.90 1.45
4 | Bunut Hulu 1.118.14 3.75
5 | Mentebah 781.26 2.62
6 | Manday 1.069.00 3.58
7 | Kalis 1.184.00 3.97
8 | Kedamin/putussibau Selatan 5.352.30 17.94
9 | Embaloh Hilir 1.869.10 6.26
10 | Bunut Hilir 844.10 2.83
11 | Boyan Tanjung 824.00 2.76
12 | Batu Datuk 531.20 1.78
13 | Embau 422.50 1.42
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14 | Selimbau 999.24 3.35
15 | Suhaid 620.56 2.08
16 | Seberuang 573.80 1.92
17 | Semitau 562.70 1.89
18 | Empanang 357.25 1.20
19 | Puring Kencana 448.55 1.50
20 | Badau 700.00 2.35
21 | Batang Lupar 1.332.90 4.47
22 | Embaloh Hulu 3.457.60 11.59
23 | Putussibau/Putussibau Utara 4.122.00 13.81

29.824.00 100.00

Sumber : BPS Kabupaten Kapuas Hulu (2008)

Banyak pihak bertanya-tanya apa gerangan yang dalam benak para deklarator
sekaligus konseptor kabupaten konservasi. Dengan luas wilayah 29.824 Km2 (20.33%
luas dari provinsi Kalbar) adalah aset yang berharga dimanfaatkan untuk
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kapuas Hulu. Menurut
pihak-pihak yang selama ini mengandalkan hutan sebagai sumber uang, menjadikan
sumber daya hutan yang tersedia sedemikian luas, hanya untuk kawasan konservasi
kurang tepat, karena persoalan besar berupa belum meratanya pembangunan dan
kemiskinan belum beranjak dari kehidupan masyarakat. Semestinya hutan
memberikan jalan keluar dari segala permasalahan tersebut. Namun ide untuk
menjadikan Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi semakin menguat ketika
disadari bahwa, eksploitasi hutan secara konvensional selama ini, dengan membabat
hutan ternyata tidak jua menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama

masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan.

Inisiatif kabupaten konservasi sebetulnya adalah amanat workshop internasional

tentang konservasi yang melibatkan mahasiswa dan peneliti dari berbagai
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negara di kecamatan Embaloh Hulu 2002. Dan pada tahun 2003, amanat tersebut
diwujudkan dengan keluarnya Surat keputusan Bupati nomor 144/2003 tentang
Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Secara substansi,
kabupaten konservasi membatasi posisi kabupaten yang tata wilayahnya memiliki
kawasan konservasi dengan luas (magnitude) dan tingkat kepentingan (importance)
yang significan secara global, nasional atau regional. secara tujuan operasional
kabupaten konservasi adalah wilayah administratif yang mempunyai komitmen
politik untuk menjalankan pelaksanaan pembangunan berlandaskan pemanfaatan
berkelanjutan, perlindunga sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keaneka

ragaman hayati®*

Pada 22 Juni tahun 2004, pasca penetapan melalui SK Bupati No 144/2003,

bertempat di kecamatan Lanjak dilaksanakan kegiatan deklarasi kabupaten Kapuas

Hulu sebagai kabupaten Konservasi. Deklarasi ini tak akan berlangsung sedemikian

rupa tanpa dukungan dari berbagai pihak, berdasarkan penelusuran dokumen

berbagai kegiatan telah ditempuh oleh Pemda Kapuas Hulu guna membentuk
kabupaten Konservasi. Dukungan dan kegiatan tersebut menjadi landasan kuat
pembentukan kabupaten ini menjadi kabupaten konservasi. Hal-hal tersebut adalah:

1. Penyataan dukungan tertulis dari 122 Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kapuas
Hulu.

2. Menerbitkan SK Bupati Kapuas Hulu nomor 144/2004 tentang Kabupaten Kapuas
Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Sk ini dilengkapi dengan rekomendasi DPRD
Kapuas Hulu.

3. Deklarasi kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi oleh gubernur
Kalbar (Usman Ja’far) pada hari lingkungan hidup se-dunia di Lanjak kecamatan
Batang Lupar

4. Menyelenggarakan pertemuan di Hotel Crown Jakarta, untuk mensosialisasikan
wacana Kabupaten Konservasi bekerjasama dengan Kementrian Lingkungan
Hidup dan dihadiri oleh 30 Bupati se-Indonesia.

5. Dialog di Metro Tv dan TVRI kampanye dan sosialisasi kabupaten konservasi

6. Lokakarya internasional “Kapuas Hulu menuju Kabupaten Konservasi”

! Tambul Husein,Abang,.”Kabupaten Konservasi” halaman hal 359 Gramedia direct selling, Jakarta 2005.



7. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) kabupaten konservasi di Kapuas Hulu dan
pusat

8. Pembentukan Pokja penanggulangan pembalakan haram??

Berdasarkan prinsip pembangunan berlanjutan dan aspek-aspek konservasi yang
menaunginya, maka tujuan kabupaten konservasi dibagi dua, yaitu tujuan dengan
skala makro dan tujuan dengan skala mikro:

1. Membangun suatu model pembangunan wilayah yang memadukan antara
konservasi alam dan kegiatan pembangunan (integrated conservation and
development project/ICDP).

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranan masyarakat dalam usaha
perlindungan dan konservasi alam melalui pengelolaan hutan yang berbasis
kemasyarakatan (community-based conservation/CBC).

3. Melalui penerapan ICDP dan CBC sebagai pendekatan pembangunan, diharapkan
terjadinya keseimbangan antara pemanfaatan dan usaha perlindungan
terhadap/sumberdaya alam, sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) yang pada akhirnya menjamin terjadinya peningkatan
kesejahteraan masyarkat secara berkelanjutan pula (sustainable livelihoods).

4., Mencegah dan atau menghentikan kegiatan ekstraksi atau eksploitasi
sumberdaya alam hutan secara illegal (illegal cutting) yang menyebabkan
terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan (deforestation dan forest
degradation).

5. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
dengan dunia internasional dalam rangka pengelolaan hutan serta habitatnya,
melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan Clean Development Mechanism-
CDM.

6. Tersedianya dukungan dana dalam penyelenggaraan pembangunan sebagai
kompensasi atas kesediaan Kabupaten Kapuas Hulu melakukan kegiatan
konservasi alam yang bermanfaat bagi seluruh mahluk yang ada di muka bumi

ini.

Tujuan dengan skala mikro,adalah :

2 Hasil wawancara Drs.Alexander Rombonang MM (staff ahli Bupati Kapuas Hulu) bidang Konservasi dan kawasan Perbatasan,
Putussibau 17 Maret 2010.
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1. Memantapkan fungsi kawasan konservasi sekaligus mengamankannya dari
berbagai aktivitas illegal

2. Menciptakan peluang/kesempatan (opportunity) ekonomi bagi daerah untuk
mengembangkan kemampuannya mengelola sumberdaya alam yang dimiliki
secara kreatif dan inovatif guna meningkatkan Pendapatan Daerah serta
kesejahteraan masyarakat.

3. Menigkatkan nilai tambah (added value) terhadap produk-produk hasil hutan
sebagai bahan baku industri di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Membangun sistem ekonomi rakyat yang berbasis pengelolaan hasil-hasil non
kayu.

5. Meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan, pelestarian dan

pengawasan sumberdaya alam (hutan dan keanekaragaman hayati)®®

Jika merujuk pada nilai serta maksud dan tujuan pembentukan kabupaten Kapuas
Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, ada korelasi langsung konsep ini terhadap REDD
sebagai sasaran utama penelitian ini. Namun, perlu diingat bahwa, REDD sendiri
hadir dan diperdebatkan di UNFCCC pada COP ke 13 di Bali konsep pada tahun 2007,
walaupun dua tahun sebelumnya yakni 2005 ketika CoP 11 di Montreal Kanada,
wacana ini digulirkan oleh Papua New Guinea dan Costa Rika. Namun, butuh 2 tahun
untuk memeriksa aspek saintifik yang relevan, teknik dan metodologi serta insetif
positif untuk REDD di negara berkembang, sehingga perkembangan ini menjadi
situasi pemungkin (enabling condition) bagi konsep kabupaten konservasi untuk
kembali dibangkitkan. Poin pentingnya adalah, konsep ‘kabkon’ yang dikembangkan
Kapuas Hulu perlu dihargai, oleh sebab itu perlu ada insentif positif bagi
penyelamatan hutan yang dilakukan oleh para pihak yang secara serius dan terus
menerus. Dari fakta yang tersedia, Kapuas Hulu telah melakukan hal tersebut,
dengan menyediakan 56.21% wilayahnya sebagai kawasan konservasi. Memeriksa
lebih jauh hubungan konsep kabkon ini dengan inisatif REDD, kita akan menemukan
bahwa ide dasarnya berangkat dari Protocol Kyoto yang disahkan pada tahun 1997,
dibeberapa pointnya mensyaratkan perlu ada usaha pengurangan emisi melalui

Clean Mechanism Develoment (CDM) yang dalam praktiknya turut memberikan

? Lihat Tambul Husin,Abang. 2005. Kabupaten Konservasi Gran§e]c.iia Jakarta



insentif positif bagi negara berkembang yang memelihara hutan. Jadi, walaupun
secara konseptual bahwa inisiatif kabupaten konservasi ini tidak berkaitan dengan
REDD, namun kontekstual keduanya memiliki visi dan misi yang sama yakni

mengurangi emisi dengan menyelamatkan hutan.

Berdasarkan wawancara dengan Alexander Rombonang MM, staf ahli Konservasi
Kapuas Hulu sekaligus otak terbetuknya kabupaten konservasi menjelaskan bahwa,
pada lampiran keputusan SK Nomor 144 tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten
kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, disebutkan bahwa salah satu dasar
pemikiran kabupaten konservasi adalah karena luasnya 29.842 km2 56,21% nya
merupakan kawasan lindung atau kawasan konservasi. Oleh sebab itu, Kapuas Hulu
layak mendapatkan kompensasi atas usahanya menjaga hutan tetap lestari. Hal
tersebut ditegaskannya sehubungan dengan dipilihnya Kapuas Hulu sebagai salah
satu lokasi ujicoba REDD. Karena menurutnya, kabkon selama ini bertujuan untuk
menjaga kelestarian hutan dan tidak mengeluarkan ijin-ijin atau memberi ruang
eksploitasi dikawasan tersebut. Selanjutnya, atas usaha tersebut Pemerintah Kapuas
Hulu mengharapkan perhatian Pemerintah dan dunia internasional atas inisiatif yang
dilakukan, dengan memberikan kompensasi secara layak demi kelangsungan

pembangunan dan keselamatan bumi tentunya.

Table 3 Kawasan Konservasi Kapuas Hulu

NO KAWASAN LUAS (HA)
1 | TN Betung Kerihun 800.000
2 | TN Danau Sentarum 132.000
3 HL. Danau Empangau 628.973
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4 | Daerah Resapan Air 49.546

5 Lahan Gambut 67.082

Total 1.677.601 (56.21%)

Sumber : Dinas Kehutanan Kapuas Hulu (2008)

Kapuas Hulu dan Pilot Project REDD

Pasca CoP 13 di Bali yang menjadi patokan kerja-kerja pengurangan emisi di
berbagai negara, Indonesia secara khusus memulai proyek percontohan REDD
sebagai mandat dari CoP 13 yang menegaskan bahwa kerja-kerja pengurangan emisi
berbasis skema pengganti Protokol Kyoto mesti melakukan uji coba atau
demonstration activities. Keluarnya Peraturan Mentri Kehutanan Nomor 68 tahun
2008 tentang Demonstration Activities menjadi penguat legalitas proyek ujicoba,
termasuk di Kapuas Hulu. Selain aturan secara legal formal tersebut, Menhut juga

. . . . . . 24
merilis (launching) secara resmi kegiatan DA di seluruh Indonesia“".

Kegiatan ujicoba REDD di Kapuas Hulu pada awalnya bermula ketika, terjadi
kesepakatan bilateral antara pemerintah Jerman dan Indonesia untuk melakukan
kerjasama pengurangan emisi pasca CoP 13. Sebagai bentuk komitmen pemerintah
Jerman negara maju (Annex1) bersedia membantu pendanaan guna membiayai
kerja-kerja pengurangan emisi yang tertuang dalam kerjasama Forest and Climate
Change Programe (ForClime). Sebagai lanjutannya, pada tahun 2008, tim feasibility
melakukan penjajakan di Kapuas Hulu dan hasilnya tim merekomendasikan bahwa
kabupaten ini, dianggap layak untuk dijadikan lokasi ujicoba dengan berbagai
pertimbangan sebagai berikut:
a) Perluasan perkebunan sawit yang terencana (sekitar 390,000 ha) di areal hutan
dan lahan gambut akan menjadi sumber emisi karbon utama CO* dalam waktu

dekat.

* http://www.dephut.go.id/index.php?g=id/node/6015 diakseétéamggal 15 Mei 2010 di Pontianak



b) Hanya 3 dari 14 HPH (pemegang izin IUPHHK) yang pada saat ini dikelola dengan
aktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena wilayah-wilayah yang dimaksud
tidak cukup terlindungi dari penebangan liar, perambahan, dan pertanian tebang
bakar, dan tidak menghasilkan pemasukan serta lapangan pekerjaan yang paling
dibutuhkan oleh kabupaten.

c) Hutan rawa gambut yang ter-degradasi dan kering merupakan penghasil karbon

dioksida yang besar serta rentan terhadap bahaya kebakaran.?

Kerjasama bilateral Indonesia-Jerman ini berdasarkan keterangan dan wawancara
lapangan dengan dinas Kehutanan dan Perkebunan Kapuas Hulu, dalam
pelaksanaannya mencoba menguji skema compliance atau pasar wajib. Namun
hingga saat ini, kegiatan ujicoba di Kapuas Hulu terutama kerjasama bilateral
tersebut masih berkutat pada hal-hal teknis berupa, peningkatan sumberdaya
manusia terutama staf Dinas Kehutanan. Pada saat yang bersamaan, pasca COP 13
di Bali, Fauna and Flora International (FFI) juga melakukan penjajakan di Kapuas
Hulu. Setelah sukses membangun kerjasama dengan Pemerintah Nangroe Aceh
Darrusalam (NAD) dengan menjadikan Ulu Masen sebagai lokasi Proyek ujicoba, FFI
hendak menyelenggarakan kerjasama serupa dengan Pemda Kapuas Hulu. Setelah
melakukan koordinasi dengan Pemda, kini FFI telah mengantongi MoU untuk

melakukan kegiatan proyek ujicoba REDD di Kapuas Hulu.

(i) Fauna and Flora International (FFI)

Organisasi yang terdaftar di Amerika Serikat sebagai sebuah lembaga non profit ini,
mengklaim organisasinya adalah organisasi konservasi internasional pertama di
dunia®. Organisasi ini eksis dalam isu biodiversity dan saat ini fokus kepada isu-isu
lingkungan terutama isu perubahan iklim. FFI memulai aktivitasnya di Kapuas Hulu
setelah pertemuan pertama dengan Bupati (Tambul Husin) yang di fasilitasi oleh
Y.Jimbau anggota DPRD Kapuas Hulu periode 2004-2009. Pertemuan tersebut
menjadi landasan FFlI yang dimotori oleh Frank Momberg (Asia Director for
Programme Development-FFl) waktu itu, sehingga, terbentuk sebuah Memorandum

of Understanding (MoU) antara Pemda Kapuas Hulu dan FFI terkait proyek ujicoba

* Dikutip dari presentasi Tim Studi Kelayakan Gabungan Komponen Finansial (FC)/Komponen Teknis (TC) untuk Program Hutan
dan Perubahan Iklim Indonesia-Jerman, dipresentasikan tanggal 19 November 2008 dalam rapat para pihak di Putussibau,
Kapuas Hulu.

% Jih : http://www.fauna-flora.org/thentonow.php
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REDD di Kapuas Hulu khususnya di lahan gambut di bantaran Danau Sentarum

seluas +170.000 Ha?’

Secara umum tujuan ujicoba yang diusung FFl adalah menjadikan “Karbon Hutan

"

Masyarakat Milik Bersama “ atau yang lazim disebut “Community Carbon Pool”.
Frank Momberg, menjabarkan konsep Community Carbon Pool adalah “The project
is based on community rights and developing a benefit mechanism directly for

n

communities for future REDD credits*®” artinya Proyek tersebut berbasis hak-hak
masyarakat (adat) dengan membangun sebuah mekanisme keuntungan yang

langsung kepada masyarakat ketika REDD dilaksanakan pada 2012 yang akan datang.

Pemilihan lokasi DA yang diprakarsai oleh FFI, melingkupi dua lokasi yakni; Danau
Siawan-Belidak untuk tujuan menjaga (Restorasi) eks HPH PT Trikaka dan hutan
gambut tebal di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) eks HPH PT.Trikaka.
Restorasi areal HPK Danau Siawan — Danau Belida dengan luas 45,569 hektar. Cita-
cita proyek ini adalah mengembalikan fungsi produksi (perubahan fungsi hutan
menjadi hutan produksi tetap) Selain itu restorasi ekosistem bertujuan
mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non-hayati (tanah dan air)
sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Hal lain adalah,
Pemegang Hak IUPHHK RE dapat diberikan lzin Usaha Pengelolaan Jasa Lingkungan
(IUPJL) untuk penyerapan dan penyimpanan karbon dengan tujuan untuk menjamin
pendanaan untuk perlindungan dan pengelolaan hutan gambut jangka panjang, dan

memberikan insentif kepada masyarakat setempat dan pemerintah daerah.

7 Dokumen MoU antara Pemda Kapuas Hulu, Macquarie Capital Group Limited dan Fauna and Flora International, pasal 2
(dua)
% |ihat selengkapnya di http://fficop15.wordpress.com/2009/12/12/community-carbon-cop15/
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Peta 3. Lokasi DA FFI (IUPHHK RE) Danau Siawan-Belida (SK Menhut No 259/2009)

Katwpsbon Kags e Buinist
Mandiay. Mentebah, daa Bunut Hihs |

Sumber : Fauna and Flora International (FFI)

Lokasi lain yang digunakan untuk area DA REDD di Kapuas Hulu adalah seputaran
Zona Penyangga Taman Nasioal Danau Sentraum. Tujuan pemilihan lokasi ini adalah
untuk mengurangi konversi lahan gambut oleh sektor perkebunan di Kapuas Hulu
terutama di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan paparan resmi FFI
melalui berbagai pertemuan sosialisasi, tujuan DA yang dilaksanakan di kawasan
penyangga TNDS antara lain adalah : Melindungi hutan gambut di Kawasan Budidaya
Non Kehutanan (Areal Pengunaan Lain/ APL) dengan fokus zona penyangga Taman
Nasional Danau Sentarum dan zona penyangga Danau Siawan — Danau Belida. Dan
beberapa sektor lainnya yang menjadi concern proyek DA tersebut adalah
Pendampingan perusahaan perkebunan untuk sertifikasi RSPO; Identifikasi hutan
dengan nilai konservasi tinggi (HCVF), termasuk gambut, didalam wilayah IUP dan
HGU dan Pendampingan kepada Pemda untuk revisi tata ruang kapupaten
berdasarkan pengalihan lahan kritis untuk perkebunan, areal hutan untuk

perlindungan dan produksi*

*presentasi FFl yang disampaikan pada Workshop RSPO; HCVFggn REDD, Kapuas Hulu 11- 13 Mei 2009




Saat ini, FFl yang disokong MACQUARIE Bank (Australia) dan beberapa NGO lokal
semacam Yayasan Kaban, Lanting Borneo, dan PPSDAK-PK serta yayasan Titian, terus
melaksanakan kegiatan persiapan DA yang berpusat di Danau Siawan - Belida serta
zona penyangga TNDS. Beberapa wilayah yang menjadi pusat kegiatan melingkupi

Desa Nanga Tuan di Kecamatan Embaloh Hilir dan Desa Jelmuk di Kecamatan Bika.

(ii) Kerjasama Indonesia-Jerman (forClime)

Pasca kesepakatan antar pemerintah (negosiasi bilateral) yang dibangun bulan
Oktober 2007 dan diperkuat oleh hasil CoP 13 di Bali, sebagai salah satu negara yang
berkomitmen untuk menyalurkan bantuan finansialnya pemerintah Jerman saat ini
telah memulai aktivitasnya di Indonesia dengan wilayah fokus Kalimantan.
Kalimantan Barat sebagai salah satu tujuan vyang dijadikan lokasi REDD
(demonstration activities), saat ini menunjuk Kabupaten Kapuas Hulu sebagai lokasi
pilot project tersebut. Dengan pertimbangan,bahwa kabupaten ini sudah
mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi, dengan dua buah taman

nasional di dalamnnya.

Langkah awal kerjasama G to G ini sudah mulai dirasakannya kegiatannya,sejak
pertengahan 2008 dengan melakukan berbagai asesmen. Pada tanggal 8/11/2008,
kerjasama Indonesia-Jerman di Kapuas Hulu mulai dibicarakan dengan serius pada
rapat para pihak di Putussibau. Rapat yang mempertemukan para pihak seperti
Departemen Kehutanan, Pemda Kapuas Hulu, dan Pemerintah Jerman dan konsultan
(OBF,AHT Group AG) tersebut membahas beberapa temuan studi kelayakan yang
dilakukan sebelumnya di Kapuas Hulu. Studi kelayakan yang dihasilkan oleh
kerjasama ini, memuat beberapa kesimpulan kegiatan apa saja yang diajurkan untuk
dilakukan di Kapuas Hulu dalam rangka kegiatan kerjasama tersebut® :

1. Membantu kesiapan di Dinas Kehutanan Kabupaten (Reference Emission Level,

pemantauan karbon).

30 Kesimpulan tersebut disampaikan dalam Rapat Para Pihak, tanggal 11/11/2008 di Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau
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2. Membantu Bappeda dalam revisi rencana tata ruang kabupaten dan jika
memungkinkan, pengembangan rencana tata ruang partisipatif di tingkat
kecamatan (untuk Embaloh Hilir dan Embaloh Hulu).

3. Membantu Pokja REDD di Kapuas Hulu.

4. Membantu kegiatan-kegiatan percontohan yang terpilih.

Atas kesimpulan dan rekomendasi studi kelayakan tersebut, Kapuas Hulu dinyatakan
sebagai salah satu area pelaksanan proyek percontohan REDD. Proyek kerjasama
yang sedang berlangsung di Kapuas Hulu adalah proyek yang termasuk dalam proyek
besar bernama Forest and Climate Change Programme (FORCLIME). Proyek yang
sektor keuangannya di kelola oleh KfW (Bank Jerman) ini pada sisi-sisi teknis lainnya

dibantu oleh berbagai organisasi lain seperti GTZ,CIM,DED dan INWENT.

Kegiatan yang sedang berlangsung saat ini di Kapuas Hulu, lebih difokuskan pada
penyiapan kemampuan-kemampuan teknis terkait Geographycal Information Sytem
(GIS) dan Community Forestry (Perhutanan Masyarakat). Untuk itu Pemerintah
Jerman menempatkan dua orang tenaga ahli dari Deutscher Entwicklungsdienst /The
German Development Service (DeD) dan berkantor di Dinas Kehutanan kapuas Hulu.
Seperti yang telah disinggung diatas tujuan utama kehadiran DED di Kapuas Hulu,
khusus memberikan peningkatan kapasitas pada instansi terkait (Dinas Kehutanan,
Bapeda dll) terkait Spatial information technologies, khususnya remote sensing
methodologies. Beberapa release dan publikasi kegiatan DED selalu menjelaskan
prioritas dan kegiatan apa saja yang berlangsung di Kapuas Hulu, salah satunya
seperti berikut:

..... One of the major activities of the DED in the Climate Change and

Forestry program is to support preparedness for REDD in West-Kalimantan.

This includes measures in Community Forestry Management and

GIS/Remote Sensing. The activities aim at empowering the District Forestry

Services to implement REDD measures and projects. For this aim DED

supports the provincial Forestry Service in setting up a GIS Service Centre

that will train and support employees of district forestry services in regard

to forest monitoring, carbon accounting and land-use planning. These

activities are carried out in close cooperation with the Forestry Service of

Kapuas Hulu. Kapuas Hulu act as pilot district for REDD preparedness —
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trainings are carried out and evaluated, pilot areas are identified and data

about these pilot areas is collected™”.

GTZ yang bertugas untuk sisi teknis legal formal, seperti menyusun kelembagaan
pelaksanaan REDD, saat ini kegiatannya praktis pada tataran sosialisasi dan
memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja (pokja) Perubahan Iklim di Kapuas Hulu,
namun hingga kini inisiatif mengenai Pokja tersebut masih terbengkalai.
Pertengahan 2009, lembaga ini memfasilitasi kunjungan studi banding untuk
beberapa person yang akan mengurusi Pokja REDD ke Kaltim, guna melihat kerja-
kerja serupa yang dilakukan oleh GTZ di Malinau dan beberapa wilayah lainnya di

Kalimantan Timur.

3 | ih http://gisdevelopment.net/technology/rs/ma09 Lupp.htm
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lll. KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN REDD DI KALBAR

Overview Kalimantan Barat

Debat panjang serta tarik-ulur perundingan mengenai skema ideal mitigasi dan
adaptasi dampak perubahan iklim, membuat semua mata tertuju pada apa yang
akan dihasilkan pada CoP ke 15 di Copenhagen. Perundingan yang menurut prediksi
banyak pihak, akan berjalan a lot dan menegangkan, karena CoP 15 adalah tonggak
sejarah bagaimana manusia memperlakukan alamnya. Namun apa daya, ekspektasi
berlebihan dari berbagai kalangan harus kandas, karena CoP ini tidak menghasilkan
putusan yang kuat dan mengikat secara hukum (legally binding). Copenhagen Accord
yang menjadi pilihan putusan CoP tersebut, hanyalah sebuah kesepakatan yang
sama sekali tak mengikat, terutama negara Annexl yang diwajibkan untuk segera
menurunkan tingkat emisinya seperti yang dilakukan oleh Protocol Kyoto (1997).
Para pihak terutama negara, dalam kesepekatan ini hanya berlandaskan kesadaran
dan komitmen, dan jika berminat turut serta dalam kesepakatan ini mengirimkam
surat (submisi) ke UN REDD sebagai bentuk komitmen atau mengikat diri dalam

Copenhagen Accord.

Tentu dengan situasi demikian,menimbulkan keraguan para pihak terkait
pelaksanaan REDD selepas 2010 nantinya. Keraguan itu, berupa pertanyaan-
pertanyaan yang mengarah pada kejelasan dan kepastian tujuan mekanisme REDD,
dan Keraguan itu tak hanya melanda pengambil kebijakan pada level nasional,
namun level daerah sebagai pelaksana teknis seperti lokasi ujicoba juga mengalami
hal serupa. Walaupun hasil Copenhagen accord tidak memberikan keyakinan pada
para pihak yang concern terhadap isu perubahan iklim, bahwa skema ini akan
menemukan titik terang pada negosiasi selanjutnya di Cancuk Meksiko, namun
Indonesia telah mengambil langkah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan
terkait perubahan iklim dan bagaimana pelaksanaan REDD. Kebijakan tersebut
tergambar dari keluarnya 3 buah peraturan Mentri Kehutanan yaitu: (1) Permenhut
No 68/ Menhut-11/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Emisi
Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (2) Permenhut No 30/Menhut-11/2009
tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) (3)
Pemenhut No 36/Menhut-11/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan

Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan
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Lindung. Ke tiga aturan yang diterbitkan oleh Mentri Kehutanan tersebut memberi
rambu-rambu pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan

di Indonesia.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menhut kala itu (MS Kaban), bukannya tanpa
kritikan. Ada sejumlah catatan penting yang muncul dan berkisar pada kejelasan
aturan serta tidak terakomodasinya kepentingan elemen lain dalam proyek
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan seperti contoh kepentingan
masyarakat adat yang berada di dalam dan di sekitar hutan. Permenhut Nomor
68/Menhut-11/2008 tentang Penyelenggaraan demon-stration activities misalnya,
mendapatkan kritik karena secara konseptual aturan ini bukan merujuk pada
pendekatan yang conditionality®> melainkan readiness® . Conditionality dalam hal ini
dipandang perlu diperhatikan karena, berbagai aspek yang ditimbulkan dalam
kegiatan proyek sangat mempengaruhi keberlanjutan aktifitas ujicoba. Artinya,
factor-fakor selain tujuan murni proyek perlu komprehensif diperhatikan. Konteks
yang berhubungan erat dengan conditionality adalah aspek hak dan eksistensi
masyarakat adat, dalam  mekanisme perubahan iklim, semestinya
mempertimbangkan keberadaan mereka yang secara turun temurun hidup dan
berinterkasi dengan hutan. Dalam kaitannya dengan Permenhut 68/2008 tersebut,
aturan ini langsung menukik pada substansi seperti menguji metodologi, teknologi
dan institusi pengelolaan hutan berkaitan dengan REDD. Artinya, Permenhut ini
murni berbicara mengenai Demonstration activities saja, dan sama sekali tidak
menyinggung kebijakan kehutanan yang kompleks dan tentu saja keterlibatan
masyarakat adat secara penuh yang pada gilirannya jika tidak diperhatikan akan

mempengaruhi situasi kawasan hutan di Indonesia.

Selain itu, sebagai konsekwensi dari hanya menyoal readiness, maka aspek
penghormatan terhadap lingkungan lain menjadi minus, terutama kepada
masyarakat adat. akibatnya prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) menjadi

tak terintegrasi dalam kebijakan ini yang berakibat hak-hak masyarakat atas

%2 Adalah sebuah konsep hukum di perjanjian kerjasama multi-lateral di mana kerja sama tertentu didorong dalam satu wilayah
untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu bagi kerjasama yang lainnya (Steni : 2009).

¥ Sebuah konsep yang biasanya dipakai dalam pelayanan public,dengan asumsi bahwa konsep ini menunjukan adanya
sejumlah tahapan untuk menuju satu tujuan. Dengan kata lain, readiness tidak menguji prasyarat namun menggunakan
prasyarat-prasyarat tersebut guna mencapai tujuan. a1



kawasan hutan yang telah sekian lama ditempatinya di nihilkan. Sedangkan
Peraturan Menhut lainnya, yakni: Permenhut nomor 30 tahun 2009 tetang Tata cara
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, mendapat sorotan banyak
pihak terutama Civil Society Organisation (CSO) karena substansinya yang berkaitan
dengan masyarakat adat sangat tidak bersahabat. Inti sari Permenhut ini tidak

mempertimbangkan hak dan situasi masyarakat adat di sekitar lokasi proyek.

Sejak paket kebijakan pelaksanaan REDD dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan
mulai tahunn 2008, ada urgensi untuk memantau sejauh mana implementasi di
tingkat daerah, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi lokasi percontohan
pelaksanaan REDD. Di Kalimantan Barat, telaahan dilakukan dengan memeriksa
secara khusus Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi lokasi ujicoba REDD oleh FFI
dan kerjasama bilateral Indonesia-Jerman. Penelitian ini, me-re-check sejauh mana
implementasi ujicoba termasuk kesiapan daerah melaksanakannya. Kesiapan itu
akan terjelaskan dari apakah ada kebijakan dan atau aturan hukum yang mengatur
pelaksanaan REDD (ujicoba) di Kapuas Hulu? Dan bagaimana pula kesiapan
kelembagaan yang memayunginya, kelembagaan itu dapat berbentuk Pokja atau
Dewan Daerah Perubahan iklim. Selain khusus memantau perkembangan REDD di
Kapuas Hulu, riset ini juga memantau kebijakan pada level propinsi Kalimantan

Barat.

Terhitung pasca CoP 13 di Bali 2007 yang lalu, dan keluarnya Permenhut mengenai
demonstration activities, beberapa aktifitas berhubungan dengan REDD sudah mulai
berjalan di Kalimantan Barat. Namun semuanya masih dalam taraf menjajaki lokasi
dan koordinatif sifatnya. Pemrakarsa yang secara intens mensosialisasikan
kegiatannya adalah Fauna and Flora International (FFI) melalui Frank Momberg (Asia
Director for Programe Development-FFl), sejumlah pendekatan dilakukan terhadap
dinas Kehutanan berkaitan dengan rencana lokasi project. Selain mendekati unsur
pemerintah, Frank juga mendiskusikan rencannya dengan berbagai NGO lokal
seperti PPSDAK-Pancur Kasih yang bergerak di isu Pemetaan Partisipatif dan Yayasan
Titian. Tetapi yang menarik adalah, setelah sekian lama proses masuknya kegiatan
ujicoba REDD ke Kalimantan Barat, tidak ditemukan adanya kebijakan atau aturan
(legal formal) di level Pemeritah Propinsi Kalimantan Barat yang dapat dijadikan

rambu-rambu pelaksananaan REDD dalam hal ini kegiatan ujicobanya. Ketiadaan
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aturan secara legal formal yang mengatur soal pelaksanaan REDD berdasarkan
keterangan Yoseph Lejo>* adalah prinsip kehati-hatian Pemda menyikapi arahan
kebijakan pusat terutama Dewan Nasional Perubahan Iklim yang mengingatkan agar
Pemda tidak terburu-buru melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan
atau mengeluarkan kebijakan yang dapat bertumbukan dengan kebijakan nasional

tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Beberapa kebijakan lain yang sifatnya parsial terkait pelaksanaan REDD memang
dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Barat, namun kebijakan tersebut bukan by
design melainkan respons atas tawaran kerjasama dari pihak lain terutama
pengembang REDD. Contohnya adalah ketika membuka workshop Hutan Desa® di
Hotel Santika Pontianak, gubernur dan Mentri Kehutanan akan menandatangani
sebuah nota kesepahaman (MoU) tentang dukungan terhadap Hutan Desa sebagai
salah satu bentuk partisipasi masyarakat mendukung kegiatan pelaksanaan REDD di

Kalimantan Barat.

Dalam pelaksananaan kegiatan ujicoba REDD, walaupun belum memiliki Pokja REDD
dan Dewan Daerah Perubahan Iklim, namun untuk sementara Pemprov
mengandalkan Dinas Kehutanan sebagai ‘Leading Sector’ menangani isu REDD.
Sehingga, secara kelembagaan yang memiliki otoritas ketika bicara REDD di Kalbar
praktis hanya Dishut. Namun dengan posisi yang demikian, instansi yang mengurusi
isu hutan tersebut cukup tertatih-tatih dan tidak mampu berbuat banyak karena
keterbatasan sumberdaya manusia dan pendanaan. Jauh lebih dalam lagi, halangan
dinas untuk lebih aktif adalah isu REDD ini lintas sectoral terutama melibatkan
Instansi lain seperti Bappeda, Lingkungan Hidup, dan badan-badan konservasi

lainnya yang ada di Pontianak.

Bicara mengenai kelembagaan yang mengurusi tentang REDD, tidak terlepas dari sisi

kebijakan dan aturan hukum yang dibuat oleh Pemprov. Selama tidak ada kebijakan

* project officer OEDAS, sebuah lembaga independen counterpart Pemprov Kalimantan Barat dalam urusan Climate Change.
Lembaga ini terbentuk sebagai tindak lanjut pertemuan “Governor Summit on climate Change”di California yang diikuti oleh
gubernur Cornelis. Lembaga ini lebih bersifat think tank Gubernur dan akan mempersiapkan kelembagaan dan kerangka
hukum pelaksanaan REDD di Kalbar. Wawancara dilakukan via telpon tanggal 3 Juni 2010.

» http://www.indowarta.com/index.php?option=com _content&view=article&id=7624%3Amenhut-buka-workshop-hutan-
desa-&Itemid=364 diakses tanggal 2 Juni 2010 di Jakarta.
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dan aturan yang secara legal formal menaungi kerja-kerja perubahan iklim, baik itu
mitigas maupun adaptasi perubahan iklim, maka pada saat yang bersamaan kita
tidak akan menemukan adanya kelembagaan baik itu Kelompok Kerja Perubahan
Iklim, maupun Dewan Daerah Perubahan Iklim. Di Kalimantan Barat hingga
penelitian ini dilaksanakan, Pokja Perubahan Iklim dan Dewan Daerah Perubahan
Iklim belum terbentuk. Lalu, bagaiamanakah proses dan kerja-kerja DA REDD yang
berlangsung? Hingga kini, ujicoba yang berlangsung di 2 kabupaten terus berjalan,
namun masih pada taraf pengumpulan data dan koordinasi serta menunggu ijin
restorasi ekosistem dari Mentri Kehutanan untuk FFI dan Macquarie Bank,
sedangkan untuk kerjasama bilateral Indonesia-Jerman (ForClime) kegiatannya
hanya berkutat pada penyiapan teknis berupa peningkatan sumberdaya manusia
dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu di bidang Geographical
Information System (GIS) dan sosialisasi hutan kemasyarakatan (social forestry).
Kedua pengembang saat ini menjalankan kerja-kerjanya lebih banyak berhubungan
dengan dua kabupaten yang menjadi pusat kegiatan yakni Kapuas Hulu dan
Ketapang. Peran Pemprov hanya sifatnya koordinatif dan fasilitasi karena terhalang

oleh kisi-kisi otonomi yang diserahkan ke kabupaten.

Kerangka Hukum dan Kelembagaan REDD di Kapuas Hulu

Kabupaten yang berada di hulu sungai Kapuas dan berbatasan langsung dengan
Sarawak Malaysia ini, sudah cukup lama bersentuhan dengan isu perubahan iklim.
Sejak tahun 2003, kabupaten ini menyatakan bahwa Kapuas Hulu menjadi
kabupaten konservasi. Ide dasarnya mengacu bukan hanya semata kepada
konservasi semata namun berorientasi ke hasil perundingan perubahan iklim CoP ke
3 tahun 1997 yang menelurkan Kyoto Protocol. Dalam berbagai pertimbangan dan
ide dasarnya seperti yang tertuang dalam SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun
2003 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten konservasi, dan
dipertajam oleh buku yang ditulis oleh Bupati Kapuas Hulu berjudul kabupaten
Konservasi, di mana pembentukan kabupaten konservasi bermuara kepada peluang
untuk mengakses pendanaan dari luar negeri (kompensasi) sebagai basis
pembiayaan pembangunan, peluang tersebut dapat bersumber dari : Global
Environment Facilities/GEF, Debt for Nature Swap, NGO internasional (Tambul

Husin: 2005). Semangat itu pula yang melatarbelakangi munculnya gagasan
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kabupaten konservasi walaupun sempat mengalami pasang-surut dalam
pemberlakuanya, namun gagasan menjadi kabupaten konservasi masih melekat

erat.

Sejak CoP ke 13 berakhir dan meretas jalan pemberlakukan REDD serta
menghasilkan kesepakatan Bali Road Map dan Bali Action Plan, kabupaten Kapuas
Hulu semakin menarik perhatian pengembang REDD. Tidak heran, jika beberapa
waktu setelah 2007 berakhir aktifitas survey dan pejajakan lokasi ujicoba REDD terus
datang ke Kapuas Hulu. Dan akhirnya kabupaten ini menjadi lokasi ujicoba REDD
oleh dua pemrakarsa REDD vyaitu FFI dan kerjasama bilateral Indonesia-Jerman.
Masuknya kegiatan ujicoba tersebut tentunya membawa implikasi kepada
bagaimana respons dan kesiapan kabupaten Kapuas Hulu menghadapi kegiatan
tersebut. Saat ini dua kegiatan ujicoba REDD yang berlangsung, hanya FFl yang
intens melakukan kegiatannya mulai dari survey-survey hingga pertemuan dengan
komunitas di berbagai lokasi. Berdasarkan release FFI-Kapuas Hulu setidaknya ada
sekitar 15 kegiatan survey dan assessment yang telah dilakukan sejak Maret-

Desember 2009°°,

Untuk menaungi kegiatan FFI di Kapuas Hulu, Pemda Kapuas Hulu telah
menandatangani sebuah nota kesepahaman /MoU 37mengenai kegiatan ujicoba
REDD di lahan Gambut di Kabupaten Kapuas Hulu. MoU tersebut ditanda tangani
pada tanggal 22 Agustus 2008, bertindak sebagai pihak pertama dalam MoU ini
adalah : Drs.Abang Tambul Husin (Bupati Kapuas Hulu), Pihak kedua : Oliver Yates
(Dir Eksekutif Macquarie Capital Group Limited-Australia) dan pihak ketiga : Frank
Momberg (Dir.Pengembangan Program Asia-FFl). Latar belakang MoU ini adalah
kesepahaman para pihak atas fakta bahwa hutan dapat memberikan keuntungan
nyata bagi masyarakat lokal dan lingkungan global, dan bahwa pendapatan daerah
dapat diperoleh melaui upaya-upaya penyelamatan hutan dan menurunkan
pelepasan emisi karbon ke atmosfir. Selain itu, Macquarie Capital Group Limited dan

Fauna and Flora International (FFI) telah menanda-tangani kesepakatan untuk

* progress Report aktifitas lapangan Fauna and Flora International kantor Kapuas Hulu, kegiatan ini belum ditambah dengan
berbagai kegaitan sosialisasi,training dan pertemuan di tingkat kecamatan yang dilakukan FFI sehubungan dengan rencana
pemberlakukan ujicoba REDD di Kapuas Hulu.
* MoU ini dit
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mengembangkan proyek-proyek yang dapat menurunkan emisi karbon melalui
“pencegahan deforestasi dan degradasi hutan” (REDD). Berbagai proyek tersebut
akan memanfaatkan mekanisme pendanaan karbon demi kelangsungan upaya
perlindungan hutan,pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta

menyediakan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Nota kesepahaman ini dimaksudkan guna memberikan sebuah kerangka kerja
pengembangan proyek REDD dan mekanisme kerjasama antar para pihak. Dari MoU
ini hal penting yang akan dihasilkan adalah sebuah dokumen rancangan proyek yang
disepakati secara bersama dengan nilai komersial yang layak. Artinya MoU ini akan
memberi landasan bagi kerjasama yang lebih baik antar para pihak selanjutnya, oleh
sebab itu nota kesepahaman ini akan menghasilkan sebuah dokumen rancangan

proyek.

MoU ini pada pasal 2 (dua) secara spesifik berbicara mengenai Proyek REDD yang

akan dilaksanakan berlokasi di sekitar Danau Sentarum dengan luas kurang lebih

170.000 hektar, mencakup areal hutan gambut dalam bantaran Danau Sentarum

dan akan melindungi gambut di DAS Hulu Kapuas. Berbasis nota kesepahaman ini,

ada beberapa proyek yang akan diusulkan yakni :

e Menurunkan deforestasi sehingga menghindarkan pelepasan karbon dari hutan
gambut ke atmosfir

e Menghasilkan “karbon kredit” yang akan diakui secara international dan memiliki
kelayakan komersial dari proyek termaksud dalam tatanan mekanisme
perdagangan karbon internasional, sehingga menyediakan aliran pendapatan
kepada para pihak;

e Melindungi keaneka ragaman hayati di wilayah kerja proyek yang diusulkan,
termasuk pelestarian populasi orang hutan secara nyata

e Menyediakan dana operasional untuk meningkatkan upaya-upaya penegakan
hukum dalam perlindungan hutan;

e Mengembangkan mekanisme pembagian keuntungan yang layak di antara para
pemangku kepentingan,khususnya Pemda dan masyarakat lokal demi mencapai

pembangunan masyarakat berkelanjutan
Dalam MoU ini, terutama pasal 3 (tiga) dibicarakan pula mengenai tanggung jawab
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para pihak. Pihak pertama (Pemda Kapuas Hulu) dalam MoU ini akan menyediakan
dukungan dan bantuan teknis kepada Macquarie dan FFI mengembangkan proyek.
Kewajiban lain adalah; melaksanakan perlindungan terhadap hutan di lokasi proyek
dan yang terakhir adalah; menyediakan surat dukungan atas usulan Pilot project
REDD kepada Mentri Kehutanan,serta bantuan yang diperlukan dalam proses
penataan ulang wilayah hutan di lokasi proyek yang diusulkan. Pihak kedua
(Macquarie Capital) akan bertanggung jawab dalam pelayanan finansial dan secara
ekslusif akan bertindak sebagai penjual hasil proyek (termasuk penjualan kredit
karbon). Sedangkan pihak ketiga (FFI) akan bertanggung jawab dalam pengelolaan
proyek konservasi, termasuk penilaian dan pemantauan proyek, serta
pengembangan kerjasama dengan masyarakat lokal sebagai ujung tombak

pemangku-kepentingan serta mitra-mitra lain yang diperlukan.

Pasal 4 (empat) nota kesepahaman ini menjelaskan kewajiban para pihak dan hak-
hak khusus yang harus dilaksanakan dalam phase awal proyek ini. para pihak
sepakat untuk bekerjasama untuk mengembangkan sebuah Dokumen Rancangan
Proyek (Project Design Document/ PDD) yang memberikan penjelasan rinci
mengenai usulan proyek yang termaktub dalam MoU ini. para pihak sepakat untuk
bekerjasama namun dengan kewajiban khusus vyang berkaitan dengan
pengembangan PDD. Dengan kata lain, MoU ini hanya memberi kerangka dasar
untuk kerjasama yang lebih detil yang tertuang dalam PDD dan akan dikembangkan
secara bersama oleh para pihak, tentunya dengan kewajiban-kewajiban khusus.
Dalam pasal 5 (Lima) menjelaskan bahwa, perjanjian atau MoU ini berlaku sejak
ditanda-tangani (22/8/2008) dan akan berakhir jika digantikan oleh sebuah kontrak
kerjasama yang sah secara hukum dan berkaitan dengan PDD yang rinci. Lalu MoU
ini akan berakhir jika para pihak untuk mengakhiri MoU ini melaui perundingan atas
usulan salah satu pihak. Perundingan setidaknya dilakukan maksimal setelah 30 hari
setelah tanggal usulan dari salah satu pihak atau minimal dalam jangka waktu 18

bulan dari penandatanganan MoU ini.

Mou yang dibuat dalam dua bahasa ini (Inggris dan Indonesia), merupakan langkah
kebijakan yang diambil untuk memberi ruang bagi pelaksanaan REDD di Kapuas
Hulu. Walaupun secara proses pembuatan MoU ini tidak partisipatif dalam hal

pelibatan para pihak dan terkesan kejar setoran, namun MoU ini menjadi penanda
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bahwa program ujicoba REDD mulai dilakukan di Kapuas Hulu. Dalam wawancara
dengan Staf ahli Bupati Kapuas Hulu bidang Konservasi dan Kawasan Perbatasan
(Alexander Rombonang) tanggal 17/3/2010), ia menjelaskan bahwa sebagai
penasehat Bupati bidang Konservasi, MoU yang telah ditandatani tersebut tidak

melalui konsultasi yang baik terutama mengenai klausul di dalamnya.

Selain MoU kerjasama mengenai hutan gambut yang pada gilirannya menjadi dasar
kerjasama pelaksanaan REDD, ada kebijakan lain sebelumnya yang dilakukan oleh
Pemda Kapuas Hulu terkait isu Perubahan lklim.Kebijakan itu adalah menjadikan
kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Seperti dijelaskan
sebelumnya,konsep kabupaten konservasi ini dimunculkan sebagai respons atas
hasil perundingan perubahan iklim di Kyoto, yang memunculkan skema Clean
Development Mechanism (CDM) dan memungkinkan adanya perdagangan emisi
antar negara. Selanjutnya, Kapuas Hulu kemudian mengeluarkan Surat Keputusan
Bupati nomor 144/2003 yang menetapkan Kapuas Hulu sebagai kabupaten
konservasi dan untuk menjalankan konsep ini, Pemda membentuk Pokja Kabupaten
Konservasi yang bertugas untuk mengawal perjalanan konsep ini. Kebijakan tentang
kabupaten konservasi hingga saat ini terus mengalami pasang surut, perkembangan
terbaru menyiratkan bahwa sampai saat ini rencana induk kabupaten konservasi
belum terintegrasi maksimal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kapuas Hulu.

Sehubungan dengan Kapuas Hulu dijadikan lokasi ujicoba REDD oleh dua
pengembang yakni FFl didukung oleh Macquarie Capital Limited dan Pemerintah
Jerman yang didukung oleh KFW (Finansial) dan DED,Gtz, (teknis) maka saat ini
Pemda sudah menyusun (Draft) Surat Keputusan Bupati mengenai Kelompok Kerja
(Pokja) Perubahan Iklim yang akan menjadi fasilitator kerja-kerja isu perubahan iklim

termasuk ujicoba REDD di Kapuas Hulu.

Selain kebijakan langsung yang berkaitan dengan REDD, Kapuas Hulu juga memiliki
beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan konservasi yakni
menjadi bagian dari program Heart of Borneo (HoB). Program yang diinisiasi oleh
WWEF ini melibatkan tiga negara yang berbatasan langsung di Pulau Borneo vyaitu

Indonesia, Malaysia dan Brunai Darusalam. Kawasan yang dilindungi oleh inisiatif ini
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adalah kawasan-kawasan penting yang memiliki nilai konservasi tinggi. HoB di
Indonesia dilakukan sepanjang perbatasan dengan Sarawak-Brunai Darusalam, di
Kalimantan Barat setidaknya ada 3 kabupaten yang terkena lokasi yaitu kabupaten
Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Di kapuas Hulu saat ini, inisiatif HoB telah

memiliki Pokja yang aktifitasnya dibiayai oleh APBD Kapuas Hulu.

Selain kebijakan atau aturan hukum yang dibentuk oleh Kapuas Hulu baik atas
inisiatif daerah ataupun penerjemahan kebijakan di atasnya, penting untuk melihat
sisi kelembagaan apa saja yang telah dan akan dibentuk oleh Kapuas Hulu berkaitan
dengan REDD. Dari hasil penelitian yang dilakukan selama 3 bulan di Kapuas Hulu,
belum terdapat satu institusi baru berupa Pokja Perubahan Iklim maupun Dewan
Daerah Perubahan lklim yang secara khusu dibentuk guna menghadapi program
ujicoba REDD. Untuk saat ini semua kegiatan yang berbasis isu hutan termasuk REDD
masih memakai institusi konvensional dibidang kehutanan yaitu Dinas Kehutanan
Kapuas Hulu. Dinas dalam hal ini, memfasilitasi berbagai kegiatan dua pengembang
yang ada saat ini, berupa menentukan lokasi dan membantu hal teknis lain seperti
sosialisasi dan sisi administrasi. Dinas Kehutanan sebagai instansi resmi mengurusi
isu Hutan, di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini menjadi tempat koordinasi satu-
satunya tentang proyek REDD. Instansi lain yang sebenarnya memiliki perhatian dan
keterlibatan dalam isu ini semisal Bappeda, kantor Lingkungan Hidup dinamikanya

tidak se aktif Dinas Kehutanan.

Berdasarkan wawancara dengan Alexander Rombonang (17/2/08) hingga saat ini
belum ada kelembagaan yang secara khusus dibentuk untuk mengurusi isu REDD di
Kapuas Hulu. Namun rencana untuk membentuk sebuah kelompok kerja sudah
sering didiskusikan oleh para pihak yang terkait isu ini, seperti Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Bappeda dan Sekretariat daerah, bahwa ada keperluan untuk
membentuk Pokja perubahan iklim. Hingga bulan Mei 2010 ketika diadakan Focus

738

Group Discussion “Refleksi kerja-kerja perubahan di Hapuas Hulu”™" yang sekaligus

% Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Merpati Indah, Putussibau. melibatkan 15 orang peserta dari Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Kantor Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Staff Ahli bidang Konservasi dan
Kawasan Perbatasan serta organisasi non pemerintah seperti : LBBT, WWF,AMAN dan pengembang REDD di Kapuas Hulu : FFI
dan DED.
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adalah presentasi dan klarifikasi temuan Penelitian ini menemukan bahwa draft SK

Bupati tentang Pokja sudah memasuki draft final dan segera akan di sahkan.
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IV. REDD: INDAH KABAR DARI RUPA

Pasca terseok-seoknya komitmen penurunan emisi melalui mekanisme yang
tertuang dalam Kyoto Protocol (1997), REDD diharapkan mampu memperbaiki
situasi iklim dunia melalui mekanisme yang ada pada dirinya. Mekanisme REDD,yang
diusulkan oleh PNG dan Costa Rika pada COP ke 7 di Montreal Kanada, hingga saat
ini terus didengungkan oleh berbagai pihak sebagai mekanisme yang mampu
mengurangi emisi dan mensejahterakan masyarakat lokal. Kyoto Protocol persis
akan berakhir pada 2012, namun hingga 2010 mekanisme penggantinya belum
menemukan titik terang seperti apa bentuk idealnya. Organisasi lingkungan
semacam Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) atau jaringan
NGO semacam Climate Justice Now dengan tegas mengecam negosiasi dan berbagai
poin resultannya, karena tidak berkeadilan dan menihilkan eksistensi masyarakat
adat, yang selama ini berada dalam hutan dan di sekitar kawasan hutan. Menurut
para penentang perundingan yang terjadi hanya memberikan keuntungan bagi
negara kaya penghasil emisi paling besar (annex 1), dan mengeksloitasi negara-
negara berkembang dan untuk itu perlu ada pembenahan ulang mengenai ide dasar
REDD yakni menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, tanpa selingi

embel-embel lain.

Namun kenyataan berkata lain, ide-ide baru untuk memperluas REDD tidak berkisar
soal deforestasi dan degradasi terus meluas sehingga muncul konsep
pengembangan menjadi REDD+. Oleh karenan itu, terjadi tarik ulur perundingan di
level internasional yang tak kunjung usai, tak heran jika hal demikian semakin
memupuk sikap skeptis berbagai kalangan terutama NGO dan masyarakat lokal,
bahwa skema pengurangan emisi yang dirundingkan hingga saat ini berpotensi
mengalami kemunduran dan bahkan lebih tak berdaya dibanding Protocol Kyoto.
Pesimisme yang bertumbuh subur tersebut, lebih diakibatkan oleh masuk dan
bermainnya kepentingan pebisnis yang berpotensi ‘merusak’ jalannya perundingan.
Hal tersebut mulai terlihat ketika CoP ke 13 di Bali, lalu dilanjutkan dengan negosiasi
di beberapa negara seperti Jerman, Thailand dan Spanyol, CoP 14 di Poznan serta
pada perundingan yang menentukan CoP ke 15 di Copenhagen 2009. COP ke 15
yang digadang-gadangkan sebagai perundingan pamungkas “seal the deal”

mengenai mekanisme penanganan perubahan iklim dunia, ternyata tidak
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membuahkan hasil yang memuaskan, perundingan tersebut hanya menghasilkan
Copenhagen accord, yang tidak mengikat para pihak secara hukum (legally binding).
Indonesia yang terlibat secara aktif mendorong pelaksanaan REDD sebagai
mekanisme pangganti Kyoto Protocol, secara sadar mengikatkan diri pada
copenhagen accord dengan menyebutkan bahwa Indonesia akan menurunkan 26%

emisinya dan akan lebih tinggi lagi jika ada bantuan internasional.

Selain persoalan negosiasi yang rumit, persoalan teknis terkait pelaksanaan REDD
sejauh ini juga memberi hambatan tersendiri bagi para pihak untuk berpartisipasi.
Dalam situasi yang demikian, secara umum skema REDD membuat kebingungan
termasuk Pemda Kalbar maupun kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi lokasi
ujicoba REDD. Dilematis terjadi karena di sisi lain harus bergerak cepat
mengantisipasi maupun menangkap peluang, namun sebaliknya Pemda harus
menunggu kebijakan atau aturan hukum yang benar-benar jelas dari Jakarta dan
tentu saja kepastian skema REDD yang nanti dijalankan. Contohnya adalah keragu-
raguan Pemda dalam mengambil kebijakan tentang perubahan iklim (REDD) karena
harus menunggu peraturan nasional, dan tak heran jika berbagai daerah cenderung

memilih untuk pasif.

Tapi di Kapuas Hulu ada perbedaan situasi agak berbeda ketika menyikapi REDD,
setelah keluarnya Permenhut tentang demonstration activities kabupaten ini
langsung menyambut tawaran kerjasama Fauna and Flora International (FFI) dan
Macquarie Capital Limited untuk secara bersama-sama mengerjakan proyek
pengurangan emisi di lahan gambut. Iming-iming kucuran uang dalam jumlah besar,
dan cadangan carbon yang memadai karena masih memiliki hutan yang luas
membuat tawaran kerjasama bak gayung bersambut. Akhirnya pada tanggal 22
Agustus 2008, Pemda menanda-tangani Memorandum of Understanding/MoU
dengan FFI dan Macquarie Capital Limited (Australia) untuk melakukan kerjasama
proyek jual beli karbon di lahan gambut Danau Sentarum. Latar belakangan
kerjasama ini tak lain adalah melimpahnya cadangan karbon yang ada di Kapuas
Hulu, dan sejumlah uang yang siap dikucurkan jika proyek berlangsung dengan baik.
contoh hitung-hitungan atau simulasi berbasis keadaan hutan di Kapuas Hulu dan
berapa uang yang didapat, ternyata menarik minat Pemda untuk menjalankan

kerjasama, tentunya bertujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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guna mendukung pembangunan.

Box 2 Simulasi Perhitungan Stok Karbon dan Perkiraan In-come di Kapuas Hulu®

CONSERUING THREATENED SPECIES & ECOSYSTENS WORLDIDE

CONSERVING THREATENED SPECIES & ECOSYSTEMS WORLOWIDE

Emisi CO2 emission dari drainase dan konversi lahan gambut
untuk kelapa sawit. (130,000 ha)

Konversi hutan lahan gambut sebesar 34,000 untuk perkebunan kelapa sawit dan
kemungkinan kebakaran di wilayah sebesar 3740 hektar

Deforestasi: 107 x 10° {0, /tahun untuk 10 tahun Dengan harga m|n|ma| USD 4 per

Dranese e 1> gl tiCo2 nilai karbon hutan gambt di
Sl B IF G e lokasi proyek antara USD 36,8 Juta per
Penyerapan karbon melalui penanaman kelapa sawit; 259 x 10°t CO/year per ta h un

Total emission = 168 - 25.9 x10%= 14.2 juta tC0,/tahun

Tetapi, walaupun sudah menanda-tangai MoU dengan FFI dan Maquarie, daya
dukung pemda terhadap proyek ini terbilang rendah, semenjak ditanda-tangani dan
bersepkata untuk bekerjasama untuk menghasilkan sebuah dokumen bernama PDD,
tidak terlihat dengan jelas hal apa saja yang dilakukan Pemda selaku pihak pertama
dalam menunjang kegiatan ujicoba REDD terutama di tataran teknis. Padahal dalam
MoU pasal 3 (tiga) menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki
tanggung jawab sebagai berikut:

e Menyediakan dukungan dan bantuan teknis kepada Macquarie dan FFI dalam
mengembangkan Proyek;

e Melaksanakan Perlindungan terhadap hutan di lokasi proyek, dengan dukungan
dan bantuan teknis dari FFI, termasuk usulan moratorium konversi hutan dan
pencegahan pembalakan liar di wilayah lokasi proyek termaksud;

e Menyediakan sebuah surat dukungan atas usulan Pilot Proyek REDD kepada

Mentri Kehutanan sebagaimana terlampir dalam dokumen Lampiran 1,serta

¥ Ssumber: presentasi (Power point) Frank Momberg FFI, dalam Konsultasi Publik di Pontianak, 18 Maret 2008
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bantuan yang diperlukan dalam proses penataan-ulang wilayah di lokasi Proyek

yang diusulkan;

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator FFI Kapuas Hulu, Eko Darmawan
(18/3/2010) tergambar bahwa setelah penanda-tanganan MoU 2008, intensitas
komunikasi antara FFI dan Pemda Kapuas Hulu menjadi renggang, dan akibatnya
kegiatan koordinasi dan penajaman visi bersama soal proyek menjadi tidak
terpelihara dengan baik. Beberapa alasan muncul mengapa ada grafik yang menurun
terkait kerjasama ini adalah, karena Pemda merasa bahwa belum ada kejelasan
mekanisme pelaksanaan proyek dan telah terjadi perpindahan lokasi proyek dari
Danau Sentarum sesuai MoU, ke Danau Siawan-Belida oleh FFI, sehingga perlu
adanya konsolidasi lanjutan terkait lokasi baru tersebut. Dari situasi yang
berkembang terkini praktis FFI bergerak sendiri untuk mengkonsolidasikan kegiatan
di lokasi barunya,yakni Siawan-Belida. Sejak memfokuskan kegiatan pada lokasi
Siawan-Belida,FFI memusatkan kegiatanya di Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut
Hilir. Dari pantauan di lokasi ternyata tidak banyak pihak yang paham mengenai apa
yang dilakukan oleh FFI di Nanga Tuan. Kepala Desa Nanga Tuan dalam wawancara
singkat yang dilakukan di kantor desa Nanga Tuan (27/5/2010) mengakui tidak
mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh FFI, karena hingga saat ini belum
ada sosialisasi yang dilakukan di pusat desa Nanga Tuan. Beberapa kunjungan dan
survey yang dilakukan oleh FFI hanya pemberitahuan dan langsung menuju lokasi
kegiatan di danau. Terlepas dari kerumitan pola kerjasama dan belum jelasnya
proyek ujicoba REDD bertajuk Community Carbon Pool oleh FFI, terlihat ada
ketidaksiapan Pemda Kapuas Hulu dalam menjalankan kegiatan kerjasama tersebut.
Banyak pihak yang memandang pesimis kearah kerjasama ujicoba perubahan iklim

ini, baik secara kelembagaan maupun sisi kerangka hukumnya

Policy Gap

Seiring riuh rendahnya negosiasi skema penanggulangan dampak perubahan iklim
dan masuknya kegiatan ujicoba REDD, muncul ekspektasi yang menggebu-gebu di
benak para penyelenggara pemerintahan daerah, bahwa kegiatan konservasi
menjaga hutan sekaligus menjual karbon dapat memberikan limpahan uang, guna
mendukung pembangunan di Kalbar dan khususnya di Kapuas Hulu. Namun, setelah

ada sedikit titik terang bagaimana skema REDD calon pengganti Kyoto Protocol yang
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menitik beratkan pada aspek performance based yang artinya mekanisme
pemberian kompensasi kepada pengembang hanya akan diberikan jika yang
bersangkutan sanggup membuktikan bahwa mereka telah mampu menurunkan
emisi di lokasi proyeknya, hal tersebut membuat Pemda seperti tidak bersemangat.
Karena dalam mind-set selama ini, mekanisme pembayaran yang dibayangkan
adalah; Pemda menyediakan hutan yang memiliki stok karbon banyak lalu diukur,
dihitung lalu dijual dan langsung terima uangnya. Akibat hasil perundingan yang
menyepakati mekanisme berbasis ferformance based, artinya harus menunggu
sekian lama, memunculkan kekecewaan terhadap mekanisme kompensasi dalam

REDD.

Selain mekanisme kompensasi yang disepakati secara internasional berbasis
kemampuan menjaga hutan, factor lain yang membuat Pemda Kapuas Hulu seolah
stagnan mensupport kegiatan ujicoba adalah kebijakan benefit sharing yang tidak
memadai untuk Pemda. Hal tersebut karena FFl yang hendak melakukan kegiatan
ujicoba REDD di danau Siawan-Belida memakai ijin bernama Restorasi Ekosistem
(RE). RE dalam Permenhut no 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha
Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Kabrbon pada Hutan Produksi dan
hutan Lindung, pada lampiran 3 menyebutkan bagian Pemerintah adalah 20% ,
Masyarakat 20% dan Pengembang 60%. Melihat angka pembagian yang sangat kecil
tersebut, ada ide agar 20% milik masyarakat sebaiknya diserahkan ke Pemerintah
daerah karena nantinya uang itu akan dikembalikan kemasyarakat melalui anggaran
pembangunan di APBD. Terlebih lagi bagian 20% milik Pemerintah akan dibagi lagi

secara proporsional sebagai berikut Pusat 40%, Provinsi 20% dan Kabupaten (40%).
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Tabel 4 bagi hasil proyek REDD (N2JL)

Lampiran III PERATURAM MENTERI KEHUTAMNAMN REPUBLIK INDOMESLA

Momor : P. 36 /Menhut-IIf 2009

Tanggal : 22 Mei 2009

Tabel M23L

Mo. Pemegang Izin f Distribusi Keterangan
Pengembang FPemerintah Masyarakat Pengembang

1. IUPHHE-HA 20%% 20%a 60%%

2. IUPHHK-HT 20% 20% G0

3. IUPHHEK-RE 20% 20% G0

<. IUPHHEK-HTR 20% 50% 30%%

= Hutan Rakyat 10%% F0%a 20%%0

5. Hutan Kemasyarakatd 20%% 50%a 30%%

. Hutan Adat 10%a FO%a 20%

8. Hutan Desa 20%0 S0%0 30%%

= KFPH 3I0%% 20%a 50%%0

10, KHDTK S0%% 20%a 3F0%%

11. Hutan Lindung S50% 20%a 30%%

Sumber : Permenhut P.36/menhut-11/2009

Jika ditilik sistem bagi hasil Nilai Nominal Jasa Lingkungan (N2JL) berdasarkan
Permenhut no 36 tahun 2009 tentu tidak adil. Menurut Alexander Rombonang MM,
Kapuas Hulu telah ‘mengorbankan’ 56,21% dari total wilayahnya sebagai kawasan
konservasi dan penyerap emisi berbahaya, sudah selayaknya usaha ini diberi
apresiasi. Bupati kerap kali mengutarakan mengenai pola bagi hasil ini ketika
pertemuan-pertemuan berkaitan dengan kerja-kerja perubahan iklim, namun FFI
dan pengembang lain tidak begitu serius menanggapi. Akhirnya, kegerahan itu
muncul ketika Bupati Kapuas Hulu menolak membuka sebuah workshop REDD yang
digagas oleh salah satu pengembang REDD di Putussibau, karena beranggapan

bahwa kegiatan ujicoba REDD belum jelas kompensasi terhadap PAD*.

Selain itu, kebijakan REDD yang tengah dilaksanakan saat ini belum menemukan
keserasian dalam hal mekanisme benefit sharing. Ketika menggagas konsep
kabupaten konservasi 2003 yang lalu, ada keinginan Pemda agar uang hasil jasa
lingkungan perdagangan karbon diserahkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus

(DAK) Konservasi, ataupun Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga Kabupaten Kapuas

*® Harian Berkat halaman 10 “Belum Jelas Kompensasi Terhadap PAD, Bupati Tolak Buka Workshop Program REDD” terbitan
kamis, 29 Oktober 2009.
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Hulu dapat memaksimalkan dana hasil penjualan tersebut untuk pembangunan.
Tambul Husin (2005: hal 57) mengungkapkan bahwa peluang pendanaan konsep
kabupaten konservasi perlu digali melalui sumber dana internasional yakni Global
Enveroment Facilities/GEF, Debt for Nature Swap,NGO internasional dan point
pentingnya adalah Insentif nasional berupa Dana Alokasi Khusus/DAK Konservasi
dan Dana Reboisasi/DR dan dana perimbangan pengelolaan sumberdaya alam. Akan
tetapi hingga saat ini,perkembangan kebijakan pusat terkait benefit sharing belum
mengakomodasi usulan tersebut. Ketika usulan soal DAK,DR dan dana perimbangan
pengelolaan SDA belum sepenuhnya diakomodasi, muncul kebijakan bagi hasil
berdasarkan Permenhut no 36 tahun 2009 yang hanya mengalokasikan 40% dari
20% bagian pemerintah ketika memakai alas hak Restorasi Ekosistem dalam

kegiatan REDD membuat Pemda seakan patah arang.

Kekalutan Institusi

Isu perubahan iklim adalah isu yang baru dan rumit, keruwetan dalam menghadapi
isu iklim ternyata tidak hanya melanda Kapuas Hulu, melainkan menyapu bersih
semua lapisan di negara ini. Isu iklim hanya ‘dimainkan’ oleh segelintir kelompok
namun berpengaruh kepada semua mahluk yang ada di muka bumi. Anehnya, dalam
menghadapi situasi ini, peran negara sebagai fasilitator dan penyedia informasi bagi
warganya tak kunjung maksimal terlihat. Pemda Kapuas Hulu contohnya, dari
berbagai diskusi, pengamatan lapangan dan wawancara yang dilakukan dengan
berbagai pihak terlihat bahwa isu perubahan iklim adalah sesuatu yang tidak
dimengerti oleh masyarakat, namun tidak sama sekali terlihat peran Pemda guna
memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat. Tanggung jawab
penyebaran informasi oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemda Kapuas
Hulu, lebih banyak diambil alih oleh Ornop lingkungan dan gerakan social baik
melaui training, sosialisasi, bulletin maupun pertemuan kampung untuk membahas

dampak perubahan iklim dan isu di dalamnya termasuk REDD.

Ternyata persoalan informasi kurang mengenai perubahan iklim dan REDD bukan
hanya melanda masyarakat awam, namun aparatus Pemda mengalami hal sama.
Dari diskusi yang dilakukan di Kapuas Hulu, terlihat bahwa isu REDD dan terutama
proyek kerjasama perubahan iklim di Kapuas Hulu ternyata hanya dipahami

segelintir aparat dan eksklusif ada di dinas Kehutanan. Oleh sebab itu, wajar saja jika
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terjadi kekalutan institusi menghadapi isu perubahan iklim karena mereka secara
struktural, tidak dibekali informasi mengenai perubahan iklim khususnya REDD yang
cukup memadai. Kekalutan itu akhirnya berbuah sikap saling melimpahkan. Hal
tersebut tergambar ketika menginteview beberapa pejabat di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda)*’, ketika ditanyai apa saja peran Bappeda Kapuas
Hulu dalam menghadapi isu perubahan iklim dan terutama REDD? Jawaban yang
muncul mengisyaratkan bahwa isu lklim dan REDD itu adalah kewenangan Dinas
Kehutanan dalam bahasa yang kerap dipakai adalah ”leading sector” tanpa merinci
peran Bappeda selaku institusi penting dalam perencanaan pembangunan di Bumi

Uncak Kapuas.

Hampir semua elemen dan instansi di kabupaten Kapuas Hulu, menganggap bahwa
segala informasi mengenai perubahan iklim dan REDD berada di tangan Dinas
Kehutanan. Artinya tanggung jawab sosialisasi, informasi pencerahan kepada semua
pihak adalah tugas Dinas Kehutanan. Tentu saja hal ini tidak proprosional dan
cenderung berlebihan apalagi ketika menelusuri sumberdaya dan kapasitas Dinas
Kehutanan mengemban tugas ini, sesungguhnya kapsitasnya tidak berbeda jauh dari
instansi lain yang terkait isu perubahan iklim seperti kantor Lingkungan Hidup,
Bappeda, dan tentu saja sekretariat daerah. Di Dinas Kehutanan tidak semua staff
memiliki pengetahuan memadai soal isu perubahan iklim, apalagi informasi
mengenai REDD yang relative rumit dan berubah-ubah karena dalam proses
negosisasi. Oleh karena situasi demikian, sejak awal 2009 Dinas Kehutanan
mendapat asistensi intensif dari pemerintah Jerman dengan menempatkan dua
orang tenaga ahli dari the Germany Development Service (DED) untuk membantu
secara teknis mengenai Geographycal Information Sytem (GIS) dan Community

Forestry (Perhutanan Masyarakat).

Kekalutan lain yang terjadi di Kapuas Hulu adalah ketika merespon kegiatan ujicoba
REDD, terjadi kebingungan institusi mana yang akan secara intensif mengawal isu
perubahan iklim dan berbagai proyek ujicoba REDD. Perdebatan panjang terjadi,

ketika mendiskusikan pilihan-pilihan alternatif jalan keluar dari situasi ini. Ada dua

* Informasi ini didapat ketika menginterview Kepala Bidang Ekonomi, dan Kelapa Bidang Penelitian dan Statistik Bappeda
Kapuas Hulu.
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pandangan berbeda dalam perdebatan mengenai kelembagaan apa yang akan
mengurusi isu iklim, termasuk REDD di Kapuas Hulu. Pandangan pertama,
mengusulkan agar segala urusan mengenai isu perubahan iklim diurusi oleh Pokja
Konservasi yang pernah dibentuk oleh Pemda guna mengawal konsep kabupaten
konservasi,dan tentu saja tujuan dan intisari yang diurus tak jauh berbeda, usulan ini
datang dari Kantor Bupati atau sekretariat daerah. Namun pandangan kedua
berpendapat bahwa, isu iklim termasuk REDD sebaiknya diurusi oleh sebuah
organisasi baru berupa Pokja Perubahan lklim dan atau dengan nama lain, karena
ada kebijakan pusar yang membenarkan hal tersebut, yakni dari Dewan Nasional
Perubahan Ikim (DNPI) dan kementrian Kehutanan, pandangan ini dimunculkan oleh
Dinas Kehutanan sebagai tindak lanjut dari arahan Kementrian Kehutanan agar
daerah segera membentuk Pokja atau Dewan Daerah Perubahan Iklim sebagai

respon atas mekanisme REDD yang mulai berdinamika.

Anak Tiri bernama Masyarakat Adat

Sejarah dan pengalaman panjang masyarakat adat yang bermukim di dalam dan
sekitar hutan telah membuktikan, bahwa mereka adalah pelaku konservasi sejati.
Perilaku peduli terhadap alam terutama hutan, bukanlah semata didorong oleh rasa
cinta lingkungan an-sich, melainkan didasari oleh perilaku hidup turun-temurun
dibalut oleh keyakinan socio-religius-magis yang kental dengan hutannya. Perilaku
bijak memperlakukan hutan bukan hanya sebagai objek ekonomi, hingga saat ini
dapat ditemukan pada berbagai komunitas masyarakat adat di berbagai kawasan di
Indonesia termasuk termasuk yang dilakukan oleh masyarakat adat d Kapuas Hulu.
Kearifan pengelolaan hutan yang dipakai masyarakat adat selama ini, nyatanya
berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah. Paradigma usang
yang menganggap hutan sebagai tambang uang hingga kini masih saja awet
dipertahankan oleh penyelenggara negara. Tentu saja, akibat yang dirasakan saat ini

adalah kerusakan hutan yang masif dan bencana ekologi yang tiada henti.

Potret buram pengelolaan hutan oleh negara yang sentralistik serta miskin pelibatan
masyarakat, di sana-sini telah menimbulkandampak serius terhadap degradasi dan

deforestasi hutan di Indonesia. Dikeluarnya peraturan dan kebijakan mengenai
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pemanfaatan sumber daya alam terutama kayu®? beberapa dekade silam
merupakan awal cerita penurunan kualitas lingkungan dan peminggiran kelompok
masyarakat adat yang berdiam di sekitar kawasan hutan. Anehnya,walapun aturan
tersebut digadang-gadangkan demi kesejahteraan masyarakat namun survey Potensi
Desa ( Podes : 2004 ) melansir data bahwa eksploitasi hutan secara besar-besaran
tidak berbanding lurus dengan perbaikan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan

hutan.

Riuh rendahnya pembicaraan mengenai REDD dan perdagangan karbon yang
dilaksanakan di kabupaten Kapuas Hulu, memang secara samar (umum) terdengar
hingga pelosok desa. Di ruang-ruang diskusi ditingkat kampung mengenai isu iklim
dan REDD, masyarakat hanya memaknainya sebagai dagangan karbon semata,
walaupun definisinya perdagangan karbon tak mereka pahami secara genah. Namun
yang mesti dingat adalah, masyarakat kerap hanya membincangkan seputar
limpahan uang yang dihasilkan oleh proyek tersebut,tanpa mendiskusikan lebih jauh
mengenai dampak buruk berupa terabaikannya hak dan akses atas hutan, dan tentu
saja kerumitan skemanya. Pemaknaan masyarakat yang hanya berkutat pada uang,
terindikasi kuat akibat asupan informasi yang disampaikan oleh Pemda dan
pemrakarsa DA yang terus menerangkan bahwa REDD adalah jalan terbaik saat ini
untuk mendapat keuntungan finansial dan pada saat yang sama, hutan tetap terjaga
kelestariannya. Karena disetiap kesempatan,pemrakarsa terus mendengungkan
nominal-nominal yang bagi orang kampung membelalakan mata. Tentunya,
penggiringan pemahaman seperti ini, tidak dapat dibenarkan karena mengaburkan
makna penyelamatan iklim yang sesungguhnya. Semestinya, diskusi dan sosialisasi
yang dilakukan di tiap kampung, mesti membincangkan bagaimana hak dan
pelibatan masyarakat secara optimal dalam kerja-kerja perubahan iklim terutama
proyek REDD. Pelibatan masyarakat dalam hal ini, mereka tidak hanya dijadikan
objek oleh proyek iklim, namun juga menjadi subyek dalam menanggulangi dampak
perubahan iklim tersebut. Artinya, dengan segala kearifan lokal yang tersedia dan
terbukti mampu menjaga hutan dengan baik selama ini, seharusnya mendapat hal

tersebut mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan pengembang. Dengan bahasa

i Pengrusakan hutan secara masif dimulai sejak dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing dan UU Penanaman modal Dalam
negeri di era 60an, hal ini semakin diperparah dengan dikeIuarkg&nya PP No 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan.



yang lain, pemerintah mesti memberikan ruang partisipasi yang seluasnya kepada
masyarakat adat, berupa hak yang sama dalam mengelola proyek berbasis skema
REDD memakai alas hak Hutan Adat sebagai entitas nasional tanpa embel-embel,
karena pola konservasi berbasis kearifan lokal mengelola hutan di Kapuas Hulu

masih ada dan dipraktikan hingga saat ini.

Berbagai persoalan yang muncul dalam masa inisiatif ujicoba REDD di Kapuas Hulu,
semestinya dapat dimininalisit jika proses sosialisasi kepada masyarakat berangkat
dari rambu-rambu yang disepakati dalam skema REDD, dan berbasis penghormatan
kepada hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan hutan. Karena selama ini
sosialisasi hanya corong kampanye akan mulainya proyek namun alpa memberikan
pemahaman mengenai prinsip-prinsip seperti Free Prior and Informed Consent (FPIC)
secara utuh. Sehingga, saat ini informasi yang diterima oleh masyarakat jauh dari
hal-hal bertajuk hak-hak masyarakat dalam DA/REDD dan hanya berkisar
keuntungan finansial semata. Keresahan-keresahan mendalam tertangkap ketika
berdiskusi mengenai proyek REDD yang akan masuk ke Kapuas Hulu, jika pada tahun
2012 nanti skema ini akan dilaksanakan. Rasa khawatir itu muncul karena, dapat
dipastikan bahwa proyek yang nantinya dilaksanakan akan memakai hutan selama
didiami oleh masyarakat adat. Karena, hingga kini interaksi berbagai komunitas adat
yang ada di Kapuas Hulu terhadap hutan masih sangat tinggi. Interaksi tersebut
berupa aktivitas yang selama ini mereka lakukan seperti berladang, berburu,
meramu hasil hutan bahkan mengadakan ritual-ritual adat di hutan yang mereka
anggap keramat. Sehingga, ketika proyek REDD masuk, tentu akan membatasi ruang
gerak mereka untuk mengakses hutan, yang secara otomatis membuat aktifitas rutin
dan kearifan lokal mengelola hutan yang dilakukan selama ini akan terhenti,

termasuk melakukan ritual-ritual yang menjadi basis hidupnya adat istiadat.

Rumitnya persoalan teknis dan ketidaktahuan mengenai prosedur melaksanakan
proyek REDD, adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluhan dan keresahan
masyarakat adat di Kapuas Hulu. Walaupun dalam Permenhut Nomor 36 tahun 2009
tentang REDD menyatakan Hutan Adat dan Hutan Desa dapat menjadi alas hak
untuk melaksanakan proyek berbasis skema REDD, namun situasinya menjadi sulit

karena secara defacto pengakuan atas hak-hak masyarakat adat oleh Pemerintah
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terutama hak memiliki hutan secara komunal hingga saat ini menjadi barang
‘haram’. Walaupun secara konstitusi terutama pasal 18 b dan pasal 21. Walaupun
secara umum masyarakat adat dijamin kesempatannya untuk melakukan proyek
secara mandiri, namun kompleksitas urusan teknis dan prosedur pengajuan ijin
menjadi hambatan maha besar bagi mereka. Jika ditinjau secara lebih detil, peluang
yang ditawarkan oleh Permenhut Nomor 30 dan 36 tahun 2009 akan menjadi sia-sia
karena pengakuan hukum atas masyarakat adat di Indonesia masih jauh dari

harapan.

Walaupun Hutan adat dapat dijadikan lokasi REDD namun untuk konteks sangat sulit
mengandalkan klausul tersebut mengingat hak-hak masyarakat di Indonesia tidak
diakui dengan baik secara legal formal. Contohnya di Menua Sungai Utik, komunitas
adat ini belum diakui keberadaannya secara hukum (legalitas formal) karena tidak
ada Peraturan Daerah tentang pengakuan hukum yang menjadi dasar hukumnya.
Padahal, komunitas ini sudah mendiami wilayah adatnya ratusan tahun silam, dan
telah berulang kali meminta pengakuan formal ke Pemda melaui usaha-usaha
memperjelas status hutan adatnya melalui pemetaan partisipatif. Namun belum
direspon dengan baik oleh Pemerintah, usaha-usaha pencarian legalitas formal itu
menarik perhatian Lembaga Ekolabel Indonesia dengan mendorong agar
mendapatkan sertificat pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari, dan

mendapatkannya pada tahun 2008 lalu.
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dampak perubahan iklim akibat dari pemanasan global saat ini menjadi
pembicaraan paling menarik perhatian umat manusia di muka bumi. Perdebatan
tentang sebab dan akibatnya telah menjadi santapan setiap hari melalui
pemberitaan di media cetak, elektronik dan media online lainnya. Ulah manusia
terutama berasal negara kaya (Annex1) yang menjadi emiter terbesar, namun terus
menghindari tanggung jawabnya seperti yang dimandatkan Protocol Kyoto
merupakan penyebab utama gagalnya berbagai perundingan tentang mekanisme
mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim melalu skema REDD. Pada saat yang
sama, dampak buruk perubahan iklim pun terus merangsek ke semua sudut bumi.
Kabupaten Kapuas Hulu yang selama ini tak terpengaruh secara signifikan, 10-20
tahun belakangan merasakan keanehan-keanehan iklim di wilayahnya secara
ekstrem. Mulai banyak yang mengalami gagal tanam akibat ladang tidak dapat
dibakar akibat hujan yang selalu turun, atau dengan kata lain berubahnya siklus
perladangan asli adalah hal pokok yang dikeluhkan. Selain gagal tanam, gagal panen
akibat padinya terendam air (banjir) adalah persoalan yang melanda berbagai
wilayah di Kapuas Hulu. Hasil wawancara, Focus Group Discussion, bahkan temuan
lapangan menemukan fakta bahwa dampak perubahan iklim telah terjadi dan
cenderung mengganas, oleh sebab itu, jika tidak ada usaha-usaha yang serius
menanggulanginya maka akan berdampak lebih buruk bagi semua aspek, terutama

eksistensi masyarakat adat yang berkehidupan tradisional.

Sejak kabupaten Kapuas Hulu yang mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten
Konservasi tahun 2003, kini telah menjadi lokasi ujicoba REDD. Ada dua
pengembang yang mulai melakukan aktifitasnya di sana, yaitu FFl dan Pemerintah
Jerman (DED,GtZ). Walaupun masih berkuta pada tahapan persiapan, namun dapat
disepakati bahwa proyek REDD sudah ada dan terus berdinamika di Kapuas Hulu.
Sejak dideklarasikan melalui SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003, banyak
pihak yang memandang inisiatif ini dengan sebelah mata, karena hanya mengharap
kucuran uang dari luar negeri tanpa melihat bahwa penyelamatan iklim adalah tugas
dan tanggung jawab pemerintah secara utuh. Akibatnya, ketika kucuran dana tidak
kunjung datang pada periode 2003-2009, Pemda Kapuas Hulu tidak terlihat serius
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untuk menindaklanjuti konsep kabupaten konservasi tersebut. Contoh nyata dari
sikap ini adalah mengeluarkan ijin tebang kayu berdasarkan SK Menhut tentang
HPHH 100 Ha yang dilakukan oleh Bupati. Jika Pemda serius dengan konsep yang
dibangun, hal-hal seperti ini tidak semestinya terjadi. Akibatnya, setelah SK HPHH
100 Ha dicabut oleh Menteri Kehutanan, penebangan hutan malah semakin marak
dan merusak rentang waktu 2003-2007. Pembalakaran haram yang kerap disebut
lllegal Loggin terjadi di Kapuas Hulu pada beberapa waktu lalu menjadi sangat
sangat terbuka melawan hukum dan kedaulatan negara, karena pengusaha kayu dari
Malaysia dapat masuk tanpa ijin ke Kapuas Hulu dan membawa log-log hasil

tebangan ke Sarawak, anehnya Pemda Kapuas Hulu tutup mata.

Pasca CoP 13 di Bali, yang meretas jalan mengenai Reducing Emission from
Deforestation and Degradation (REDD), Pemda Kapuas Hulu kembali bergeliat
dengan mempromosikan diri untuk kerjasama proyek iklim berbasis skema REDD.
Hasilnya, saat ini Pemda Kapuas Hulu telah menanda tangani sebuah MoU dengan
Fauna and Flora International (FFI) untuk pelaksanaan demonstration activities di
Danau Sentarum, walaupun kemudian mengalami pemindahan lokasi ke danau
Siawan-Belidak. Selain itu, saat ini Pemda Kapuas Hulu juga telah menjadi lokasi
kerjasama Program Hutan dan Perubahan lklim antara Pemerintah Indonesia dan
Jerman. Kerjasama yang dilandasi oleh kesepakatan bilateral tahun 2007 yang lalu,
kini telah memulai aktivitasnya dengan membantu penyiapan teknis melaksanakan
REDD. Tercatat ada dua tenaga ahli dari DEDJerman yakni Patrick Oswald dan
Berthold memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas instansi terkait
(Dinas Kehutanan), dalam hal teknologi informasi spasial khususnya remote sensing
(melatih GIS) dan Community Forestry. Selain urusan teknis yang nantinya dilakukan
oleh berbagai lembaga (DED,GTZ,CIM, inWEnt) urusan finansial akan diurus oleh
KfW.

Namun yang sangat disesali dari proses pelaksanaan DA di Kapuas Hulu, adalah
minimnya informasi dan sosialisasi kepada para pihak. Jika menanyakan perihal
kegiatan ujicoba REDD di Kapuas Hulu kepada pejabat Pemda selevel kepala bidang,
selain dinas kehutanan seperti ; Bappeda, kantor lingkungan Hidup atau para Camat
sebagai ujung tombak di lapangan, jawaban yang diberikan tidak kontekstual atau
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jauh dari memadai. Banyak di antara mereka, mengakui belum mendapat informasi
tentang REDD. Hal tersebut menandakan ada sisi-sisi yang perlu ditingkatkan dari
program ujicoba ini, terutama peningkatan kapasitas birokrasi memahami isu iklim

dan berbagai program mitigasi dan adaptasi di dalamnya.

Bagaimana dengan masyarakat, apakah mereka mendapatkan informasi yang cukup
tentang DA dan proyek iklim lainnya? Pengakuan masyarakat seperti yang
dipaparkan pada bagian-bagian di muka, menjelaskan dengan terang benderang
bahwa informasi yang disebarkan sangat tidak memadai. Contohnya, sejak tahun
2008 ketika DA sudah mulai menjadi isu yang hangat, masyarakat adat Iban di Sungai
Utik di Kecamatan Embaloh Hulu dan masyarakat adat Punan Uheng Kereho di
kecamatan Hulu Kapuas/Putussibau Selatan, sama sekali tidak mendapat informasi
memadai mengenai proyek ujicoba tersebut. Bahkan informasi mengenai apa dan
bagaimana perubahan iklim terjadi serta cara mitigasi dan adaptasi yang menjadi
bagian penting dari proses penyelamatan iklim sama sekali tak tersebar secara baik
di Kapuas Hulu terutama oleh Pemda. Pemda Kapuas Hulu yang semestinya
mengambil peran lebih besar untuk menjelaskan duduk perkara ujicoba REDD, dan
melakukan pendidikan Iklim bagi masyarakat hingga kini terus berkutat dengan
rutinitasnya. Selama rentang 2008-2010 di Kapuas Hulu belum tertemukan ada
pertemuan sosialisasi, atau pertemuan yang bersifat peningkatan kapasitas bagi
masyarakat awam untuk membicarakan dampak perubahan iklim dan bagaimana
menanggulanginya murni dilakukan atas inisiatif dan pendanaan oleh Pemda Kapuas
Hulu. Beberapa kegiatan kecil mengenai pendidikan iklim, sosialisasi hanya dilakukan
oleh organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap dampak perubahan iklim dan
serta pengembang REDD, dan pada prosesnya kerap melibatkan pemda dalam

pelaksanaannya.

Hal utama yang perlu diketahui publik saat ini adalah, hingga saat ini kegiatan
ujicoba yang berjalan di Kapuas Hulu, hanya bersandar pada nota kesepahaman
(MoU) yang ditanda-tangani pada tanggal 22 Agustus 2008 antara Pemda Kapuas

Hulu (pihak pertama), Macquarie Capital Group Limited (pihak kedua) dan Fauna
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and Flora International (pihak ketiga), dan MoU tersebut hanya berlaku selama 18
bulan®® terhitung dari tanggal penanda-tanganan. Dapat dipastikan bahwa
berdasarkan pasal 5 MoU tersebut, kontrak kerjasama ini sudah habis masa
berlakunya (expired), karena 18 bulan setelah tanggal 22 agustus 2008 saat
penanda-tanganan adalah Februari 2010. Namun hingga saat ini belum ada
pembicaraan serius dari FFl dan Macquarie Capital Group Limited untuk melanjutkan
MoU bersama Pemda Kapuas Hulu. Artinya hingga saat ini (1 Juni 2010), salah satu
fondasi kerjasama pelaksanaan ujicoba REDD di Kapuas Hulu berakhir. Walaupun
MoU ini bukan alas hukum yang kuat seperti yang tertuang dalam pasal 6 (enam) :
“Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan kerjasama dalam
negosiasi yang akan berlangsung dalam waktu dekat, serta dalam
pengembangan Proyek sampai Para Pihak sepakat dan menanda-tangani
suatu kesepakatan pengembangan jangka-panjang yang saha secara
hukum, atau berkesesuaian dengan pasal 5 di atas. Kecuali dalam
hubungannya dengan pasal 4 diatas, Nota Kesepahaman ini tidak
mengharuskan Para Pihak untuk mengembangkan sebuah Proyek atau
melakukan sebuah Kesepakatan Pengembangan, serta tidak pula
menimbulkan kewajiban-kewajiban terikat secara hukum, baik tersurat
maupun tersirat dalam dokumen ini, sampai setiap Pihak memperoleh ijin
dan persetujuan yang diperlukan baik dari pemerintah NKRI, pihak-pihak
ketiga,maupun mandat dari hukum positif di Indonesia (termasuk sistem
perpajakan, laporan akuntansi, dan aturan hukum lainnya). Sebelum
adanya persetujuan-persetujuan demikian, tidak satu pun dari Para Pihak
diwajibkan memikul tanggung-jawab apapun yang berhubungan dengan
Proyek REDD termaksud di atas”
Namun, hingga saat ini hanya MoU tersebut memberikan kerangka kerjasama
terkait REDD di Kapuas Hulu yang melibatkan Pemerintah Daerah secara langsung
(Bupati tanda tangan). Terkait kerjasama bilateral (Indonesia-Jerman) dalam proyek

Forest and Climate Change Program (ForClime), Pemda Kapuas Hulu hingga kini

“* pada pasal 5 MoU ini disebutkan bahwa Nota Kesepahaman ini akan berakhir apabila : 1). Digantikan oleh sebuah kontrak
kerjasama yang sah secara hukum dan berkaitan dengan PDD yang rinci 2). Para pihak sepakat untuk mengakhiri Nota
Kesepahaman ini melalui perundingan atas usulan salah satu pihak. Perundingan setidaknya dilakukan maksimal setelah 30
hari dari tanggal usulan dari salah satu pihak tersebut; 3) 18 bulan dari tanggal penanda-tanganan Nota Kesepahaman ini.
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belum melakukan kerjasama secara penuh karena semua kebijakan mengenai
aktifitas ujicoba ini di masih menjadi kewenangan Kementrian Kehutanan Rl dan

Dinas Kehutanan Kapuas Hulu hanya sebagai perpanjangan tangan.

Selain ketiadaan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat terkait REDD di Kapuas
Hulu, kabupaten ini pun mengalami kendala sama ditingkat kelembagaannya.
Karena hingga saat tidak ada kelembagaan yang secara khusus mengurusi isu
perubahan iklim berikut proyek kerja samanya. Kelembagaan yang selama ini
menjadi persinggahan pemrakarsa REDD adalah instansi konvensional bidang
kehutanan yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kapuas Hulu. Dinas ini dalam
segala keterbatasannya, mencoba memfasilitasi pemrakarsa REDD dalam informasi
lahan atau kawasan hutan, dan jembatan koordinasi dengan instansi lain di
kabupaten Kapuas Hulu. Inisiatif untuk membentuk kelembagaan berupa Kelompok
Kerja (Pokja) Perubahan lklim memang sudah berkembang, dan perkembangan
terakhir pada tanggal 26 Mei 2010, ketika peneliti melakukan FGD ”Refleksi Kerja-
kerja Perubahan iklim di Kapuas Hulu” bersama Pemda yang diwakili oleh Dinas
Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Lingkungan Hidup, Bappeda-Kapuas Hulu dan
Sekretariat Daerah dalam hal ini diwakili oleh Staff ahli Bupati bidang Konservasi dan
Kawasan Perbatasan,serta NGO dan pemrakarsa REDD (WWHF-ID, FFI, DED) dan
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN-Kapuas Hulu) menemukan bahwa saat ini
draft Surat Ketetapan Bupati tentang Pokja Perubahan Iklim sudah memasuki tahap
final. Namun kendalanya adalah pergantian rezim daerah (Pilkada) yang dapat
sewaktu-waktu ‘mengganggu’ isi SK Bupati terutama berkaitan dengan mutasi
personil di Pemda. Oleh sebab itu, SK akan diserahkan kepada Bupati terpilih yang
akan dilantik pada bulan Agustus 2010. Persoalan lain, minimnya pengetahuan
aparatus Pemda terkait isu perubahan iklim dan termasuk REDD, membuat beban
dinas Kehutanan kian bertambah karena dinas dan kantor lain yang terkait secara
erat dalam isu iklim (Lingkungan Hidup, Bappeda, Sekretariat Daerah) ‘'melimpahkan’

isu ini kepada Dinas Kehutanan.

Dalam semua rangkaian ujicoba perubahan iklim baik yang berbasis pasar (Voluntary
based) yang diusung oleh FFlI dan Macquarie Capital Group Limited, maupun yang
menggunakan pendekatan pasar wajib (Compliance /Mandatory Based) yang pakai
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oleh kerjasama bilateral Indonesia-Jerman, sejauh ini belum menyentuh masyarakat
adat secara utuh. Dari hasil pantauan lapangan dan penelusuran dokumen, tidak
menemukan adanya pelibatan masyarakat adat secara substantif baik dalam hal
perencanaan, maupun pelaksaanaan Proyek ujicoba REDD. Selain itu sosialisasi yang
dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan proyek, mengindikasikan belum
menghasilkan pemahaman yang memadai ditingkat masyarakat. Karena sosialisasi
lebih banyak menekankan pada aspek benefit-sharing yang didapatkan, dari pada
memberikan gambaran bagaimana dampak proyek pada hak-hak masyarakat adat di

sekitar lokasi.

Rekomendasi
Berangkat dari kompleksitas persoalan yang ada di Kapuas Hulu, berkenaan dengan
mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim yang terjadi dan melanda komunitas
masyarakat adat di Kapuas Hulu, serta telah dimulainya ujicoba REDD yang telah
dilaksanakan oleh FFI dan Pemerintah Indonesia-Jerman. Serta bagaimana menyoal
hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang
wilayahnya dijadikan lokasi pilot project REDD dipenuhi secara utuh, maka penelitian
ini hendak merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

e Penting untuk memastikan proyek ujicoba REDD yang dilaksanakan di Kapuas
Hulu menghormati dan melindungai hak-hak masyarakat adat atas hutan. Oleh
sebab itu, dalam proses mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim di Kapuas
Hulu perlu melibatkan masyarakat adat secara penuh, pelibatan masyarakat
tersebut mesti ada disetiap proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
proyek iklim yang ada di Kapuas Hulu;

e Pemda Kapuas Hulu perlu membentuk Kelompok Kerja Perubahan Iklim dan atau
dengan nama lain, yang bertugas mengurusi isu Perubahan lklim termasuk REDD.
Sehingga, semua hal yang berkaitan dengan isu tersebut menjadi terpusat dan
terkonsolidasi dengan baik.

e Penting untuk Pemda mengeluarkan kebijakan dan atau aturan hukum yang kuat
sebagai fondasi pelaksanaan REDD di Kapuas Hulu secara khusus dan secara
umum memberikan dasar pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi
dan adaptasi dampak perubahan iklim. Dengan catatan, kebijakan tersebut mesti

menempatkan  masyarakat  adat sebagai stake holder penting. Untuk
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lebih memaksimalkan hal tersebut segala pembiayaan dibebankan ke dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau bekerjasama dengan

pihak ketiga;
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UU No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Permenhut No 68/ Menhut-11/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration

Activities Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

Permenhut No 30/Menhut-11/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari
Deforestasi dan Degradasi (REDD)

Pemenhut No 36/Menhut-11/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan
Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan

Hutan Lindung

Wawancara :
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Alexander Rombongan, MM, staff ahli Bupati wawancara pribadi. Putussibau 17

Maret 2010.
Syarifah Maryam (Bappeda).Wawancara perseorangan. Putussibau 18 Maret 2010
Ir.Sofiandi MM,. (Bappeda). Wawancara perseorangan. Putussibau 18 Maret 2010
Eko Darmawan (FFl), Wawancara Perseoarang. Putussibau 18 Maret 2010.

Berthold (DED-Social Forestry expert). Wawancara personal. Putussibau 19 Maret

2010
Dona Dorina (DED), Wawancara personal. Putussibau 19 Maret 2010.
Indra Kumara dan Jumtani (Dishutbun) FGD. Putussibau, 26 Mei 2010.

Surat kabar:
Herlena, (2009) Belum Jelas Kompensasi Terhadap PAD, Bupati Tolak Buka
Workshop Program REDD. Harian Berita Khatulistiwa (Berkat) tanggal 29

Oktober, Halaman 10, kolom 2.

Sumber Internet:

http://www.unredd.com diakses di Pontianak april 2010

www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm di akses di Pontianak, April 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon offset diakses April 2010 di Pontianak

www.davidsuzuki.org di akses April 2010

http://www.dephut.go.id/index.php?qg=id/node/6015 tentang Launching DA-REDD

di Indonesia. Diakses 1 Juni 2010 di Jakarta

http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2009/10/11/10861/Gubernur-Kalbar-

Tolak-Teken-MoU-Global-Warming diakses tgl 13 Mei 2010 di Pontianak.

http://portal.antara.co.id/berita/1264754693/menhut-launching-indonesia-redd-

demonstration-activities diakses di Pontianak 13 Mei 2010.

http://www.tribunpontianak.co.id/read/artikel/7816 diakses tanggal 2 Juni 2010 di

Jakarta.
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http://www.vhrmedia.com/Dinas-Kehutanan-Kalbar-Perlu-Pokja-Tangani-REDD-

berita4060.html diakses tanggal 13 Mei 2010 di Pontianak

http://www.dephut.go.id/index.php?g=id/node/6015 diakses tanggal 15 Mei 2010

di Pontianak

http://www.fauna-flora.org/thentonow.php diakses Mei 2010

http://fficopl5.wordpress.com/2009/12/12/community-carbon-cop15/ diakses Mei

2010

http://gisdevelopment.net/technology/rs/ma09 Lupp.htm diakses April 2010

http://www.indowarta.com/index.php?option=com content&view=article&id=7624

%3Amenhut-buka-workshop-hutan-desa-&ltemid=364 diakses tanggal 2

Juni 2010 di Jakarta.

73



Kertas Kerja EPISTEMA

Kertas Kerja Nomor 01/2010 : Konsep hak-hak atas karbon, Feby Ivalerina

Kertas Kerja Nomor 02/2010 : Forest tenure security and it’s dynamics: A conceptual

framework, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 03/2010: Perubahan lklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali

sampai Kopenhagen, Bernadinus Steni

Kertas Kerja Nomor 04/2010 : Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo

tentang negara hukum Indonesia, Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 05/2010: Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum
terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Herlambang

Perdana Wiratraman, dkk.

Kertas Kerja Nomor 06/2010 : Bersiap tanpa rencana: Tinjauan tanggapan kebijakan

pemerintah terhadap perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 07/2010 : Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi
nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam di

Indonesia (1999-2000), Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 08/2010: Kesiapan dan kerentanan sosial dalam skema
kebijakan perubahan iklim/REDD di Indonesia, Semiarto Aji Purwanto, Iwi Sartika

dan Rano Rahman

Kertas Kerja Nomor 09/2010: Indah kabar dari rupa: Studi mengenai pemenuhan
hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum dan kelembagaan pelaksanaan
demonstration activities REDD di Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan

Barat, Laurensius Gawing

Kertas Kerja Nomor 10/2010 : Tanggapan Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia:
Mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation [REDD]
sebagai Kasus, Mumu Muhajir
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EPISTEMA INSTITUTE adalah lembaga penelitian dan pengelolaan pengetahuan

tentang hukum, masyarakat dan lingkungan yang didirikan oleh Yayasan Epistema

pada bulan September 2010.

Visi Epistema:

Terwujudnya pusat-pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan

dalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional

yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta

pluralisme kebudayaan.

Program dan kegiatan 2011-2014:

1. Lingkar belajar untuk keadilan sosial dan lingkungan atau Learning Circles for
Social and Environmental Justice (LeSSON-JUSTICE)

Kegiatan:
0 Lingkar belajar berbagai aliran pemikiran dalam studi hukum;
0 Lingkar belajar pembentukan negara hukum dan masyarakat adat;
0 Lingkar belajar hukum, pengelolaan sumber daya alam dan

perubahan iklim.

2. Riset interdisiplin tentang hak-hak masyarakat atas kehidupan yang lebih baik,
tradisi sosial yang adil dan lingkungan yang lestari atau Interdisciplinary Research
on Community Rights on Better Livelihood, Just Social Tradition and Sustainable
Environment (IN-CREASE)

Kegiatan:

0 Model-model legalisasi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam
dalam legislasi nasional dan daerah: Rekognisi, integrasi atau inkorporasi?

0 Studi komparasi pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat
atas tanah dan sumber dayay alam di Asia Tenggara.

0 Pengetahuan lokal untuk mempromosikan pembangunan rendah
karbon dalam kerangka hukum negara dan sistem normatif
masyarakat.

0 Kesiapan kebijakan, kelembagaan dan masyarakat untuk
mengimplementasikan REEDD 2010-2012 di tingkat nasional dan
daerah;

0 Kerangka kebijakan dan kelembagaan nasional dan daerah pasca-
Kyoto Protokol;

0 Mengukur penerapan elemen negara formal dan substantif hukum

dalam putusan pengadilan terkait dengan hak masyarakat atas tanah
dan sumber daya alam.

3. Pusat data dan sumber daya bagi keadilan sosial dan lingkungan atau Resource
Centre for Social and Environmental Justice (RE-SOURCE)
Kegiatan:

(0]

Database, seri publikasi (Sosio-legal Indonesia, hukum dan keadilan iklim,
hukum dan masyarakat, tokoh hukum Indonesia), kertas kerja, e-journal,
perpustakaan on-line dan jaringan.

Pembuatan film dan CD interaktif mengenai hukum, masyarakat dan
lingkungan.
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Struktur organisasi dan personel
Yayasan Epistema

Pendiri:

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
Sandra Yati Moniaga, SH

Myrna A. Safitri, SH., Msi

Dewan Pembina:
Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si
Anggota: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA
Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH
Sandra Yati Moniaga, SH
Ifdhal Kasim, SH
Ir. Abdi Suryaningati
Dewan Pengawas:
Ketua : Geni Flori Bunda Achnas
Anggota: Dr. Kurnia Warman, SH., MH
Yuniyanti Chuzaifah, PhD
R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.
Asep Yunan Firdaus, SH

Dewan Pengurus:

Ketua : Rival G. Ahmad, SH., LL.M
Sekretaris : Dr. Shidarta, SH., MH
Bendahara : Julia Kalmirah, SH
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Epistema Institute:

Direktur Eksekutif:
Myrna A. Safitri, SH., Msi

Manager program hukum dan keadilan lingkungan:
Mumu Muhajir, SH

Manager program hukum dan masyarakat:
Yance Arizona, SH

Asisten pengembangan media dan pengelolaan informasi:
Andi Sandhi

Asisten publikasi dan pengelolaan lingkar belajar:
Alexander Juanda Saputra, SH

Keuangan:
Sri Sudarsih

Asisten administrasi:

Wiwin Widayanti

Kantor:

Jalan Jati Mulya IV No.23
Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167
Faksimile :021-7823957

E-mail :epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id
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